ABSTRAK

Siti Nur Maulidatun Nafisah, 2017: Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara
Jual Rugi atau Predatory Pracing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Dalam Prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan
Hukum Ekonomi Islam. Dosen Pembimbing: Busriyanti M.Ag.

Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terdapat pelaku
usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau
menetapkan harga dibawah harga pasar (predatory pracing), yang mana praktek
jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pracing) ini akan
merugikan pelaku usaha itu sendiri dan berhasil menyingkirkan pelaku usaha lain
yang tidak mampu bersaing karena penetapan harga murah tersebut. Jual rugi ini
juga nantinya akan merugikan pembeli karena setelah tidak ada pesaing yang
berarti lagi, pelaku usaha yang melakukan jual rugi ini menaikkan harga yang
tadinya murah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana bentuk
persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing di Desa
Sukorejo Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember ? (2) Bagaimana pandangan
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli terhadap jual rugi atau
predatory pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?
(3) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap jual rugi atau
predatory pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk persaingan usaha tidak
sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing Di Desa Sukorejo Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember. (2) Untuk mengetahui pandangan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli terhadap jual rugi atau
predatory pracing Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
(3) Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap jual rugi atau
predatory pracing Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode
penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini
dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupten Jember. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik; wawancara,
observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:(1)
Praktek jual rugi atau predatory pracing ini telah merugikan banyak pihak di
dalam jual beli.(2) Praktek jual rugi atau predatory pracing ini merupakan
kegiatan yang dilarang di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli.(3) Paktek jual rugi atau predatory pracing ini telah melanggar
asas-asas di dalam jual beli yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah dan juga telah melanggar prinsip bertransaksi bisnis yang seharusnya
dilakukan dengan cara yang adil.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan usaha swasta diwarnai oleh berbagai bentuk
kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi.
Disisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar
merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
Situasi dan kondisi tersebut menuntut bangsa indonesia mencermati dan
menata kembali kegiatan usaha di indonesia. Hal ini bertujuan agar dunia
usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Pasal 1 butir 6 Undang-
Undang Antimonopoli memberikan pengertian bahwa ‘Persaingan usaha
tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan
usaha”.!

Faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial
dalam dunia usaha. Oleh karena itu, perilaku pelaku usaha yang melakukan
kegiatan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah yang bertujuan
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya yang
bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Jual rugi merupakan
suatu bentuk penjualan barang dan/atau jasa dengan cara menjual barang

dengan harga dibawah harga pasar yang bertujuan untuk mematikan

! Arus Akbar Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2011), 153.



pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, jual rugi dapat dilakukan
dengan menetapkan harga yang tidak wajar yaitu dibawah harga rata-rata.
Persaingan usaha seharusnya dilakukan dengan cara yang sehat artinya
harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persaingan
usaha. Hal ini bertujuan agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang
secara sehat dan benar sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat,
serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi perorangan atau kelompok
tertentu, antara lain dalam praktik monopoli dan persaingan usaha yang
tidak sehat yang dapat merugikan dan bertentangan dengan cita-cita
keadilan sosial. Dengan menetapkan harga dibawah harga pasar (Predatory
Pricing) dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku
usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Jual rugi atau predatory
pracing di dalam Undang-Undang Antimonopoli masuk kedalam kegiatan
yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang
Antimonopoli adalah sebagai berikut: (1) monopsoni (2) monopoli, (3)
penguasaan pasar, (4) persekongkolan.?

Pasal 20 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonoipoli menyebutkan :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa
dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah

dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di

2 |bid, 154



pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat”.

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen,
Meskipun jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara
penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun
keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka
waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar,
konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga
yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli.*

Ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari
perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya untuk memproduksi
barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi
merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu
bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi.’

Islam memandang aktifitas ekonomi secara positif. Semakin
banyak manusia terlibat dalam aktifitas ekonomi maka semakin baik,
sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan
kepada Allah tidak berimplikasi pada penurunan produktifitas ekonomi,
sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan
dapat mendekatkan kepada Allah selama diperoleh dengan cara-cara yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam bukan hanya merupakan

praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas

¥ Ibid, 152.
* Ibid, 22.
% Jusmiliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 84.



muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi
yang didasarkan pada ajaran Islam. la mencakup cara memandang
permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas
berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi
logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi.
Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan
perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan,
yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada
saat ini. Dalam bisnis Islam kita juga mengenal adanya beberapa etika,
yakni : jujur, suka sama suka, tidak menipu takaran, tidak menjelekkan
bisnis orang lain, tidak menimbun barang, tidak monopoli, menjaga amanah,
toleran, membayar upah karyawan dengan segera tanpa menunndanya dan
bebas dari riba juga batil. Jujur termasuk didalam etika bisnis Islam, Islam
mewajibkan pelaku usaha untuk bersikap jujur terhadap konsumen agar
dapat tercipta persaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha.®

Islam juga menolak konsep pasar bebas dalam bentuk persaingan
bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Dalam pasar
yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk
meraih kebaikan (fastabiqu al-khairat) sekaligus kerja sama dan tolong-
menolong (ta ‘awun) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Aktifitas pasar
juga harus mencerminkan persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan,

dan keadilan sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil dan benar

® Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 35.



sesuai dengan harga pasar.” Apabila pelaku usaha benar-benar melakukan
kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam bisa
dipastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan terarah.

Firman Allah dalam Al-Qur’an :

T O g bvi;w\\y,;a LT 2 NG AT G

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu menghkianati
Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghkianati amanat
yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS.
Al-Anfal : 27)®

Pengaturan yang menyangkut ekonomi di dalam Islam menurut

Syeikh Abdul Halim Mahmud telah diturunkan melalui Al-Qur’an sebagai

petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya dimasyarakat dan

lingkungannya.” Dalam ayat 2 Surat Al-Bagarah, Allah Swt berfirman,
bahwa Al-Qur’an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertagwa

(huddan li al-muttagin) dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam

kegiatan ekonominya (muamalah). Konsep dasar kegiatan ekonomi yang

berbasis Syariat Islam merupakan landasan hukum yang kokoh dalam
mengatur kebutuhan manusia, yang berkenaan dengan aspek kehidupan
dibidang ekonomi. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam karakteristik nilai-

nilai dan penormaan Syariat Islam adalah bersifat realitas, maksudnya

" 1bid,14.
8 Al-Qur’an 8 : 27.
? Ibid, 18.



adalah hukum tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa yang
dihalalkan dan yang diharamkan dan juga tidak mengabaikan realita ini
dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi
individu, keluarga, negara, dan seluruh umat manusia. Pengaturan Syariat
Islam menetukan hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam
pemenuhan kebutuhan kehidupan di masyarakat, yang disebut sebagai
muamalat yang artinya kerja atau aksi. Bentuk resiprokal dari kata’mila,
adalah muamalat, yang berarti saling transaksi. *°

Pengaturan muamalah dalam Islam bersifat fleksibel. Fleksibel
Syariat Islam terkait dengan hukum asal muamalat (kaidah figh), pada
dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil dalam
Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mengharamkannya. Hal tersebut
menunjukkan terdapat lapangan yang luas dalam bidang muamalah.
Langkah awal dalam melakukan transaksi dalam bidang muamalah adalah
mengidentifikasi transaksi kegiatan ekonomi yang dilarang, kemudian
menjauhi kegiatan tersebut termasuk dalam hal ini adalah jual rugi
(predatory pracing)**. Jual rugi tidak hanya merugikan pembeli tetapi juga
dapat merugikan penjual karena mereka harus menjual harga dibawah harga
rata-rata agar supaya dagangannya atau barang yang dijual bisa laris
meskipun harus rugi karena menjual barang dengan harga yang rendah

supaya barang-barang dagangannya laris, padahal jika kita mau bersaing

1% 1hid, 19.

1 Dra. Jundiani, S.H., M. Hum, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Malang :
UIN-Malang Press, 2009), 35-37.



secara sehat banyak sekali cara agar supaya barang dagangan kita bisa laku
dipasaran. Kegiatan jual rugi (predatory pracing) ini juga mengandung
unsur gharar yaitu penipuan, gharar yang kita tahu adalah salah satu unsur
dari transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam karena tidak pasti dalam
objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena
larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka
disamping haram hukum transaksinya juga tidak sah.

Hadits Nabi dari abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim :

-

o Fy el o Lo G e b J A U, 8 B s
oA

“Nabi Muhammad SAW, melarang jual beli Hushah dan jual beli dengan
cara menipu”*?

Islam melarang jual beli dengan cara menipu atau gharar dalam
bentuk apapun. Dalam hal ini adalah jual rugi (predatory pracing).

Langkah berikutnya dapat melakukan apa saja dalam kegiatan
ekonomi, yaitu menciptakan dan mengembangkan kegiatan usaha dalam
bidang muamalah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi
dalam masyarakat tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang

dilarang oleh hukum dan yang dapat merugikan orang lain. Apabila

penetapan harga dibawah harga pasar ini tidak dilarang maka pihak atau

12 Dalam kitab Bulugul Maram Shahih: Muktashar muslim no: 939, Irwaul Ghalil no. 1294, Muslim
Ill: 1153 no: 1513, Tirmidzi Il: 349. no. 1248, ‘Ainul Ma’bud IX: 230 no: 3360, Ibnu Majah II: 739
no: 2194 dan Nasa’l VII: 262.



pelaku usaha yang tidak kuat modal tentu tidak sanggup berkompetisi
karena persaingan harga tidak mungkin dilakukan. Umumnya, apabila pihak
pesaing satu demi satu gulung tikar karena barang atau jasanya tidak laku di
pasar, pihak yang membuat penetapan harga dibawah harga pasar tersebut
kembali menaikkan harga dengan harga yang tinggi karena tidak
mempunyai pesaing berarti dipasar sedangkan konsumen akan tetap
membeli disitu karena tidak ada lagi penjual selain itu. Hal ini akan sangat
merugikan konsumen.™ Persaingan usaha yang tidak sehat seperti jual rugi
(predatory pracing) juga akan dapat mengakibatkan in-efisiensi
perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (economic walfare), bahkan
mengakibatkan kead ilan ekonomi dalam masyarakatpun terganggu dan
timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum®.
Di Bangsalsari terdapat pelaku usaha yang melakukan kegiatan
yang dilarang oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli dan yang pastinya juga dilarang oleh hukum ekonomi islam,
yakni jual rugi (predatory pricing) artinya pelaku usaha ini menjual barang
dengan harga dibawah rata-rata atau dibawah harga pasar, yang menonjol
adalah harga sembako seperti, minyak dengan harga Rp 10.500/liter
padahal harga pasarannya adalah Rp 11.500- Rp. 12.000.00/liter, beras
dengan harga R, 6000.00/Kg harga pasarannya adalah Rp. 7000.00- Rp.

9000.00/Kg, sayur-sayuran, cabai dengan harga Rp. 20.000.00/Kg harga

13 Hutoro Arief, Ekonomi Islam, (Malang : Badan Penerbit Universitas Brawijaya, 2007), 49.
* Hermansyah, SH., M.Hum, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia(Jakarta :
Kencana, 2009), 23.



pasarannya adalah R, 22.500.00-25.000.00/Kg, tomat dengan harga R,
3000.00/Kg harga pasarannya adalah R,. 4.500.00/ Kg, bumbu-bumbu
dapur lainnya seperti bawang putih dengan harga Ry, 28.000.00/Kg harga
pasarannya R, 29.000.00/Kg, bawang merah dengan harga R, 24.000.00/Kg
harga pasar R,. 25.000.00/Kg dan juga harga pupuk Urea yang dijual dengan
harga R,.85.000/sak harga pasarannya Rp90.000-Rp110.000/sak. Bahkan
pembeli atau konsumen yang datang untuk membeli bukan hanya dari
daerah yang ada di lingkungan tersebut tetapi juga dari daerah-daerah lain
hanya untuk sekedar membeli sayuran. Karena kemurahan harga yang ada
di toko A tersebut sudah tersebar. Sehingga mengakibatkan pelaku usaha
yang juga menjual sembako disekitar toko tersebut menjadi sepi pembeli
karena dianggap ditoko B tersebut lebih mahal dari pada harga sembako di
toko A, padahal harga pasar yang sebenarnya dari sembako tersebut adalah
yang dijual oleh toko B.

Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang berada disekitar toko A
seperti toko B gulung tikar karena sepi pembeli, pembeli atau konsumen
menganggap bahwa di toko B harga sembako (minyak, beras, sayur-
sayuran, lombok, tomat, dan bumbu-bumbu dapur lainnya, ) lebih mahal
dari pada harga sembako di toko A sehingga mereka selalu membeli
sembako ditoko A, hal tersebut yang membuat toko B merasa minder dan
akhirnya gulung tikar alias menutup toko tersebut. Toko A juga secara
perlahan menaikkan harga barang-barang yang tadinya murah setelah toko

B tutup dengan alasan harga barang-barang tersebut memang naik dari
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produsennya padahal pelaku usaha menaikkan harga barang-barang itu
sendiri, toko A berani menaikkan harga barang-barang di tokonya karena
merasa pesaingnya sudah tidak ada lagi sehingga para pembeli pasti akan
tetap membeli barang-barang yang dijual di toko A tersebut apalagi toko A
tidak langsung menaikkan harga barang dengan cepat melainkan dengan
perlahan-lahan dengan alasan harga barang-barang tersebut memang naik.
Hal ini tentu juga akan berakibat kepada perekonomian keluarga toko B
dimana sumber pencaharian satu-satunya adalah toko tersebut.

Dalam hal ini peneliti menemukan ketidak sesuaian antara apa yang
tertera di dalam norma kita dengan praktek yang ada di lapangan. Di Desa
Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini telah ada pelaku
usaha yang melakukan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 Tentang Antimonopoli yaitu penguasaan pasar dengan cara jual
rugi atau predatory pracing dan juga telah melanggar prinsip-prinsip
Syariah yang ada di dalam Hukum Ekonomi Islam.

Dari beberapa permasalahan diatas, peneliti tertarik dan tergugah
untuk mengangkat sebuah judul skripsi: “ PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT DENGAN CARA JUAL RUGI ATAU PREDATORY PRACING
DI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER DALAM
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG
ANTIMONOPOLI DAN HUKUM EKONOMI ISLAM.”

B. Fokus Penelitian
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1. Bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau
predatory pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember ?

2. Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli terhadap jual rugi atau predatory pracing di Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap jual rugi atau
predatory pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual
rugi atau predatory pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli terhadap jual rugi atau predatory pracing di Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap jual rugi
atau predatory pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari

Kabupaten Jember.

Manfaat

1. Secara teoritis
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya
dan dapat memberikan informasi mengenai persaingan usaha tidak sehat
dan kegiatan yang dilarang dalam jual beli baik yang dilarang di dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli maupun di
dalam Hukum Ekonomi Islam serta dapat dijadikan rujukan dalam
penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan yang
dilarang dalam jual beli.

2. Secara praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang persaingan usaha
tidak sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing dalam prespektif
undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Hukum
Ekonomi Islam.

3. Bagi masyarakat

Dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai
persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing
dalam prespektif undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Antimonopoli
dan Hukum Ekonomi Islam. Sehingga dapat memberikan dampak positif
terhadap pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat yang akan melakukan
kegiatan usahanya agar supaya dapat terarah susuai dengan apa yang
diinginkan oleh undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Antimonopoli
dan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

4. Bagi pemerintah



13

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah
dalam menangani maraknya persaingan usaha tidak sehat di indonesia.
5. Bagi yang diteliti
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan
dapat menjadi masukan bagi toko yang melakukan jual rugi atau predatory
pracing di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk tidak lagi
melakukan kegiatan jual rugi atau predatory pracing di dalam melakukan
kegiatan usahanya.
6. Untuk IAIN Jember
Dapat menjadi salah satu referensi yang memberikan kontribusi dalam
kajian akademik terkait dengan persaingan usaha tidak sehat dengan cara
jual rugi atau predatory pracing dalam prespektif Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Hukum Ekonomi Islam.
7. Bagi peneliti
Dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan
serta pengalaman bagi peneliti terkait dengan persaingan usaha tidak sehat
dengan cara jual rugi atau predatory paracing dalam prespektif undang-
undang No. 5 tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Hukum Ekonomi
Islam.

F. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah pada penelitian ini supaya para pembaca
dapat mudah memahami dan dapat memberikan orientasi terfokus. Penulis

akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini
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dan istilah tersebut kemudian akan diberikan keterangan singkat oleh peneliti
yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sehingga penelitian ini lebih
terarah dan terfokus terhadap hal yang menjadi titik penting dari penelitian

ini.™ Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persaingan

Persaingan atau “competion” adalah proses sosial yang melibatkan
individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk
mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa
pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menajadi
pusat perhatian umum yang dalam hal ini adalah pangsa pasar.'® Kondisi
persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan
kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam
banyak hal. Anderson berpendapat bahwa persaingan dibidang ekonomi
merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara
sekian banyak persaingan antarmanusia, kelompok masyarakat, atau
bahkan bangsa.salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah
persaingan usahs (business competition) yang secara sederhana dapat
didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam merebut
pembeli dan pangsa pasar.*’

2. Usaha

15 https://pengertiandefinisi.com/pengertian-usaha-dalam-berbagai-bidang, tgl 9.
'8 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta : Galia Indonesia, 2002), 11.
" Thomas J Anderson, Our Competitive System And Public Policy,(Jakarta: PT Cincinnati, 1958),

4.
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Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha pada umunya
merupakan upaya manusia yang ditujukan untuk bisa mencapai suatu
tujuan tertentu. Jika diartikan secara general, usaha merupakan setiap
aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Jika diartikan secara khusus, istilah usaha dapat diartikan ke dalam banyak
makna dan sangat bergantung dengan di mana istilah usaha ini digunakan.
Di bidang bisnis misalnya, usaha biasanya identik dengan aktivitas bisnis,
sedangkan di dunia fisika, usaha merupakan faktor dari perpindahan
dengan gaya.™®

3. Jual rugi atau predatory pracing

Kegiatan jual rugi (predatory pracing) merupakan suatu bentuk
penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi yang
bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang
ekonomi, jual rugi dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak
wajar, atau menentukan harga dibawah harga rata-rata. Kegiatan jual rugi
merupakan pemusatan kekuatan ekonomi. Pemusatan kekuatan ekonomi
dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah penguasaan pasar
yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha

dalam menentukan harga barang dan/atau jasa.™

18 H
Ibid, 10.
1° Tim Visi Yudisia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (Jakarta: PT Em Giri, 2014), 393.
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KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1.

Peneliti Golden Tauan Napitupulu, 2011 Skripsi Universitas
Airlangga Surabaya dengan judul skripsi ¢ Persaingan Usaha
Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif CC 204
(Studi Kasus Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2010).”

Dalam penelitian tersebut peneliti menganalisa mengenai
permasalahan pengadaan 20 Unit Lokomotif cc 204 oleh PT.
Kereta Api (persero) yang telah melakukan praktek monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dalam hal ini
termasuk dalam kegiatan yang dilarang yaitu praktek diskriminasi
dan persekongkolan tender.

Pada tahun 2009 di Kota Surabaya PT. Kereta Api (persero)
melakukan pengadaan 20 Unit lokomotif cc 204, dalam hal ini
yang memperoleh kegiatan pengadaan 20 Unit lokomotif cc 204
adalah General Elektric Tranportation. Dalam proses pengadaan
tersebut diduga telah telah terjadi praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, yang diduga terjadi praktek
diskriminasi dan persekongkolan tender. Karena berdasarkan
adanya temuan awal yang menyatakan bahwa PT. Kereta Api
(persero) tetap memilih General Elektric Tranportation, walaupun

tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang

16
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ditetapkan oleh PT. Kereta Api (persero). Pada pengadaan
tersebut juga diduga terjadi persekongkolan tender karena
berdasarkan temuan awal yang menyatakan adanya justifikasi
penunjukkan langsung yang dibuat PT. Kereta Api (persero) yang
isinya mengerucut pada spesifikasi produk jenis tertentu, dalam
hal ini mengerucut pada produk milik General Elektric
Transportation.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama
menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas
mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam hal kegiatan yang
dilarang bukan perjanjian yang dilarang yaitu diskrimanasi dan
persekongkolan.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji
putusan KPPU No0.05/KPPU-L/2010. Dan penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan dan jenis penelitiannya adalah penelitian
hukum normatif.*

2.  Peneliti Devy Pradita, 2012 Skripsi Universitas Jember dengan
judul skrispsi “Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha
Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha Di Bidang Industri Musik
(Kajian Putusan KPPU Perkara No.19/KPPU-L/2007.”

Dalam penelitian tersebut peneliti  membahas mengenai

persaingan usaha tidak sehat di bidang industri musik yang

! Golden Tauan Napitupulu, Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif CC
204 (Studi Kasus Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2010), (Surabaya : Universitas Airlangga, 2011), viii.
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dilakukan dengan cara melakukan perekrutan penyanyi/grup band
untuk menjalin kerjasama berupa kontrak eksklusif yang
dilakukan oleh PT. EMI MUSIK SOUTH EAST ASIA dengan
PT. EMI INDONESIA dalam bentuk artist agreement untuk
merekam musik mereka dengan memberikan imbalan berupa
royalti. Dengan melakukan persekongkolan atau bekerja sama
diantara pelaku usaha dengan maksud untuk mengusai pasar yang
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha itu sendiri.

Persoalan muncul ketika cara persaingan usaha yang tidak sehat
dilakukan oleh pelaku usaha di bidang industri musik, misalnya
adanya persekongkolan atau bekerja sama dagang di antara
pelaku usaha dengan maksud untuk untuk menguasai pasar yang
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama
menggunakan penelitian kualitatif. Dan sama-sama membahas
mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam hal kegiatan yang
dilarang yaitu persekongkolan.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini yang dibahas dalam
penelitian ini adalah perjanjian yang dilarang bukan kegiatan

yang dilarang dan peneliti mengkaji putusan KPPU No.19/KPPU-
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L/2007 dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian
hukum normatif. 2

Peneliti Ahmad Rafdi Qastari, 2016 Universitas Hasanuddin
Makasar dengan judul “Persaingan Usaha Kafe dan Warung
Kopi Dikota Watampone Dalam Prespektif Antropologi
Hukum.”

Dalam penelitian tersebut peneliti mengangkat permasalahan
bagaimana persaingan usaha antara warung kopi dan kafe di kota
watampone dengan tinjauan antropologi hukumnya.

Di Kota Watampone akhir-akhir ini menjamur banyaknya kafe
yang menjadi saingan bagi warung kopi dan masyarakat sebagai
pelaku usaha dalam hal ini pemilik. Sebagian besar Kafe-kafe
yang muncul belakang ini belum mengantongi atau belum
melengkapi perizinan usaha dalam hal ini SITU SIUP dan
rekomendasi dari Dinas kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan
besar para pemilik warkop yang telah menjalankan usahanya
belasan sampai puluhan tahun sudah memiliki perizinan usaha
dan sebagian besar mereka lebih memilih membiarkan masalah
tersebut, karena menurut mereka fenomena kafe ini akan berakhir

sama dengan karakter masyarakat Kota Watampone yang latah

? Devy Pradita, Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha Di
Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara No. 19/KPPU-L/2007), (Jember : Universitas

Jember, 2012), viii.
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akan hal baru dan juga tidak ada teguran dari pemerintah
setempat.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama
menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama membahas
mengenai persaingan usaha, dan melihat langsung realita
persaingan usaha didalam masyarakat,

Adapun perbedaan dengan penelitian ini, peneliti mengangkat
permasalahan mengenai persaingan usaha antara warung kopi dan
kafe, bukan mengenai permasalahan persaingan usaha tidak sehat,

dan menggunakan hukum Antropologi sebagai tinjauannya.®

B. Kajian Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan atau “competion” dalam bidang ekonomi adalah
persaingan usaha yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai
persaingan antara para penjual di dalam” merebut ““ pembeli dan pangsa
pasar. Unsur-unsur dalam setiap persaingan usaha adalah sebagai
berikut:
a) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling

menggungguli.

* Ahmad Rafdi, Persaingan USAHA kafe Dan Warung Kopi Di Kota Watampone Dalam Prespektif
Antropologi Hukum, (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2012), viii.
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b) Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang

sama.*

Adapun tujuan persaingan usaha adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan

persaingan usaha yang sehat sehingga menjemin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha

kecil.

. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha

tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

4. Terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.’

Kondisi  persaingan  sebenarnya  merupakan satu

karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung
untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Meskipun demikian,
persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk
persaingan yang paling utama diantara sekian banyak persaingan

antar manusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa.

4 Chatamarrasjid, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008),

20.

> Arus Akbar Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 154.
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Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antara
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang
tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.®

Menurut Pasal 1 huruf (f ) Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 Tentang Antimonopoli yang dimaksud dengan persaingan
usaha tidak sehat adalah “ persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Heinz Lampert, menyebutkan tindakan persaingan curang
sebagai “ persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik”.
Secara non limitatif Lampert memberikan contoh tindakan yang
tergolong dalam persaingan curang, antara lain sebagai berikut.

- Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi

yang menyesatkan.

- Memalsu merek dagang pihak lain.

- Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga

menyebabkan penerima dalam posisi dipaksa.

- Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan

pesaing.

® Richardus Eko Indrajit, Proses Bisnis Outsourcing, (Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia,

2003), 137.
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- Menyebarkan informasi palsu tentang pesaing.

- Melakukan boikot.

- Penurunan harga secara tidak wajar.”

Adapun asas dalam persaingan usaha adalah pelaku usaha
di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Demokrasi
ekonomi artinya, produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan
untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran orang seorang.?

Perjanjian yang dilarang adalah persetujuan yang dibuat
oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati
apa yang tersebut dalam persetujuan itu baik secara tertulis maupun
tidak tertulis yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak
sehat. Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang adalah sebagai
berikut :

1. Oligopoli
Yang disebut oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen
pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau

seseorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar, atau

7 Ibid, 137.

% |bid, 154.
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keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh

sejumlah pembeli.

. Penetapan harga

Mengenai penetapan harga ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis
penetapan harga sebagaimana di atur dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli, yaitu :°

a. Penetapan harga (price fixing), penentuan suatu harga
(price) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu
kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama,
sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan
harganya sendiri secara bebas. Penentuan harga sering
merupakan pencerminan dari suatu pasar oligopoli yang
tidak teratur.

b. Diskriminasi Harga (price diskrimination), Pasal 6
Undang-Undang Antimonopoli menegaskan bahwa
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar
dengan harga yang mengakibatkan pembeli yang satu
harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga
yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang

dan/atau jasa yang sama.hal yang dilarang dalam

? Chatamarrasjid, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008),

25-34.
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ketentuan ini adalah membuat perjanjian yang
memberikan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen
yang satu dengan yang lainnya dengan cara memberikan
harga yang berbeda-beda terhadap barang dan/atau jasa
yang sama.

. Penetapan harga dibawah harga pasar atau jual rugi
(Predatory Pracing), Pasal Undang-Undang
Antimonopoli menegaskan usaha dilarang dalam
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di
bawah harga pasar tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

. Penetapan harga jual kembali (Resale Price Maintance),
Pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli mengatur bahwa
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang memuat persayaratan bahwa penerima
barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok
kembali barang/atau jasa yang diterimanya dengan harga
yang lebih rendah daripada harga yang telah
diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usah tidak sehat. Berdasrkan isi Undang-
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Undang tersebut, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya
pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga jual dari
barang dan/atau jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan

permintaan dan penwaran yang ada dipasar.*

3. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar

(Market Division), Pasal 9 Undang-Undang Antimonopoli
mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi
wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau
jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Adanya pembagian
wilayah akan menghilangkan kemungkinan bagi pasar lain
untuk memilih jasa yang ditawarkan dipasar tersebut. Dengan
kata lain, pembagian wilayah bertujuan untuk mengindari
terjadinya persaingan usaha di antara pelaku usaha yang saling
bersaing sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan

keuntungan besar.

. Perjanjian pemboikotan (group boykot), perjanjian pemboikotan

merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara
pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang
sama. Selain itu, perjanjian ini dapat juga digunakan untuk

mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk

1%1hid, 34.
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masuk ke dalam pasar yang sama yang kemudian pasar tersebut
dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang
terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. Dengan
terusirnya pelaku usaha pesaing dan tidak dapat masuknya
pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing ke dalam pasar
yang sama, akan berakibat terhadap semakin menurunya tingkat
persaingan dan kemudian membuat pelaku usaha yang ada di
dalam pasar melakukan praktik-praktik yang antipersaingan,
seperti melakukan praktik pricing fixing dan pembagian
wilayah.

. Perjanjian  kartel (cartel), Pasal 11 Undang-Undang
Antimonopoli menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat. Praktik kartel merupakan salah
satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat
mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka.
Mereka berasumsi apabila produksi mereka di dalam pasar
dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk mereka di
dalam pasar tetap maka akan berakibat pada terkereknya harga

ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kartel (cartel)
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adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang
bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga
untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri

tertentu.™*

. Perjanjian trust, Pasal 12 Undang-Undang Antimonopoli

menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan
membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih
besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan
hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya,
yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran
atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Trust merupakan wadah antar perusahaan yang didesain
untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri
tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk
trust dimaksudkan untuk mengendalikan pasokan secara
kolektif, dengan melibatkan perwalian (trustee) sebagai

koordinator penetu harga.

. Perjanjian oligopsoni, Pasal 13 Undang-Undang Antimonopoli

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-

" bid, 35.
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sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat
mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar
bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oligopsoni adalah
struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang
memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini terpusat di
pasar input. Dengan demikian, distorsi yang ditimbulkan oleh
kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Dalam
praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah prodesen atau
penjual, karena dalam oligopsoni, konsumen membuat
kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka
secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau
penerimaan pasokan yang pada akhirnya dapat mengendalikan
harga atas barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

. Perjanjian integrasi vertikal (vertical integraion), Pasal 14
Undang-Undang Antimonopoli menyatakan bahwa Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang
termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa
tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian
langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan
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masyarakat. Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi
antara beberapapelaku usaha yang berada pada tahapan produksi
atau operasi dan/atau distribusi yang berbeda, namun saling
terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan
beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam

sebuah rangkaian produksi atau operasi.*?

. Perjanjian tertutup (exlusive dealing), Pasal 15 Undang-Undang

Antimonopoli menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau
tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.

2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak
lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia
membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok.

3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga
atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa,

yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang

2 |bid, 35.
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menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha
pemasok:
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain
dari pelaku usaha pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama
atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi
pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri, Pasal 16 Undang-Undang
Antimonopoli menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang
memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Perjanjian ini khusus bilamana suatu perusahaan asing tidak
melakukan kegiatan di pasar Indonesia, tetapi berpengaruh
dengan pasar indonesia melalui perjanjian. Dengan kata lain,
tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian bilamana kedua
pihak berkedudukan di luar negeri, sedangkan dampaknya

hanya terasa di indonesia.*®

Kegiatan yang dilarang adalah suatu aktifitas yang
dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan

proses dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat

2 bid, 35.
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mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.** Adapun jenis-jenis
kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Antimonopoli

adalah sebagai berikut :

1. Monopoli
Di dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli menyebutkan bahwa “melarang pelaku usaha
melakukan monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dari
isi pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa tidak setiap monopoli
dilarang. Monopoli dilarang apabila mengakibatkan terjadinya
praktek dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Monopsoni
Di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli menyebutkan bahwa “ penguasaan penerimaan
pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau
jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

15
sehat.”

" Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia), (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada,2010), 159.

B Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2006), 5.
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3. Penguasaan pasar
Di dalam Undang-Undang Pasal 19-24 No. 5 Tahun 1999
Tentang Antimonopoli menyebutkan bahwa ” melarang pelaku
usaha, baik sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan
kegiatan-kegiatan yang dilarang mengenai pnguasaan pasar
meliputi hal-hal berikut :

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
mrelakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan.

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha
pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan
pelaku usaha pesaingnya itu.

c. Membatasi peredaran bahan atau penjualan barang dan atau
jasa pada pasar bersangkutan.'®

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha
tertentu.

e. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara
melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya.

f. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi

dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen

% |bid, 5.
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harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadinya persangan usaha tidak sehat.
4. Persekongkolan
Persekongkolan yang dilarang di dalam Undang-Undang No.5
Tahun 1999 Tentang Antimonopoli mencakup persekongkolan
untuk:

a. Mengatur atau menentukan pemenang tender atau tindakan
bidrigging (Pasal 22).

b. Mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat
diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23).

c. Menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang
dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya
serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan
(Pasal 24)."’

2. Tinjauan Umum Tentang Jual Rugi Atau Predatory Pracing
a. Jual Rugi Atau Predatory Pracing Dalam Prespektif Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli
Jual rugi adalah praktik menjual barang atau jasa dengan harga
sangat rendah, dengan maksud menyingkirkan pesaingnya keluar dari
pasar bersangkutan, atau membuat hambatan masuk ke pasar bagi

pesaing baru yang potensial. Jika para pesaing atau pesaing yang

7 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta : Galia Indonesia, 2002), 88-90.
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potensial tidak dapat mempertahankan harga yang sama atau lebih
rendah tanpa kerugian, kemudian Para pelaku usaha akan tersingkir
dari persaingan atau memilih untuk tidak ikut bersaing dalam pasar
bersangkutan.

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Tentang Antimonopoli yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif
melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin
adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, maka Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli mengatur beberapa
perilaku dan kegiatan yang dilarang dan yang dapat mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat.’® Berkaitan dengan larangan
Antimonopoli, salah satu kegiatan yang dilarang adalah menjual
barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi (predatory
pricing). Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 20
menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan jual
rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar
bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Secara sederhana, menjual rugi dapat digambarkan ketika

pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau kemampuan

¥Abdul R Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,(Jakarta: PT Kencana
Pranada Group,2008), 226.
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keuangan yang kuat (deep pocket) menjual produknya dibawah harga
produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar.
Setelah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan
menaikkan harga kembali di atas harga pasar dan berupaya
mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari
harga monopoli (karena pesaingnya telah keluar dari pasar).*®

Jual rugi atau predatory pracing di dalam Undang-Undang No.5
Tahun 1999 Tentang Antimonopoli termasuk ke dalam tindakan yang
dilarang. Undang-Undang larangan Antimonopoli membuat tiga

[3

kategori tindakan-tindakan yang dilarang, yaitu “ perjanjian yang
dilarang “ (Bab III),” Kegiatan yang dilarang *“ (Bab IV), dan ““ Posisi
dominan “ (Bab V). Di dalam kategori “ perjanjian yang dilarang “
ditentukan ada sepuluh tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh
pelaku usaha, sedangkan untuk kategori “ kegiatan yang dilarang *
dan “ posisi dominan “ masing-masing ditentukan ada empat dan tiga
tindakan yang tidak diperbolehkan. Dan jual rugi atau predatory
pracing dalam hal ini termasuk ke dalam ‘kegiatan yang dilarang”
yaitu, “penguasaan pasar” (Pasal 19-21). Penguasaan pasar dimaknai
sebagai penguasaan yang nyata atas pasar yang bersangkutan oleh satu
atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang

dan/atau jasa. Secara substansi istilah ini sebenarnya hampir sama

dengan istilah monopoli. Hanya saja, kalau istilah monopoli lebih

% kamal Roka n,Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010),157.
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ditekankan pada penguasaan produksi dan pemasaran, sedangkan
istilah penguasaan pasar lebih ditekankan pada penguasaan nyata atas
pasar bersangkutan yang disertai dengan kekuatan untuk menentukan
harga (pracing power).

Di bawah judul “penguasaan pasar” Undang-Undang
Antimonopoli melarang pelaku usaha, baik sendiri ataupun secara
bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam
Pasal 19 sampai Pasal 21. Menurut pasal-pasal tersebut, kegiatan yang
dilarang di bawah judul ““ penguasaan pasar “ meliputi hal-hal berikut:

- Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan (Pasal 19 a).

- Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing
untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
itu (Pasal 19 huruf b).

- Membatasi peredaran bahan atau penjualan barang dan/atau jasa
pada pasar bersangkutan (Pasal 19 huruf c).

- Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
(Pasal 19 huruf d).

- Melakukan penjualan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi
atau menetapkan harga yang rendah untuk menyingkirkan atau

mematikan usaha pesaingnya (Pasal 20).
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- Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan
biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang
dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat (Pasal 21).%

Kegiatan jual rugi atau predatory pracing ini jelas tidak sesuai
dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli yang secara tegas tercantum di dalam Pasal 3 dan
secara implisit ada pula di bagian konsideran. Pasal 3 Bab 1l Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli menyebutkan
bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Antimonopoli ini adalah
untuk :

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat yang timbul oleh pelaku usaha.

d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), 89-90.
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Di dalam konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Tentang Antimonopoli menyebutkan bahwa tujuan dari pembuatan
Undang-Undang Antimonopoli adalah :

a. Bahwa pembanguanan bidang ekonomi harus diarahkan kepada
terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang dasar 1945.

b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk bertasipasi
di dalam proses produksi dan pemasaran barang/atau jasa, dalam
iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar
yang wajar.

c. Bahwa setiap orang yang berusaha di indonesia harus berada
dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak
menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku
usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah
dilaksanakan oleh negara republik indonesia terhadap perjanjian-

perjanjian internasional.?

Praktik jual rugi dalam konteks persaingan usaha adalah suatu
perilaku pelaku usaha yang umumnya memilik posisi dominan di
pasar atau sebagai pelaku usaha incumbent, menetapkan harga yang

merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup

2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2006), 7-8.
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panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari
pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk

masuk ke pasar. %

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan
konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan
menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku
usaha incumbent tersebut mengharap dapat menaikkan harga secara
signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian
tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat
merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan
keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika
melakukan jual rugi atau harga rendah. Strategi penetapan harga yang
sangat rendah, yang termasuk limit pricing strategy diidentifikasikan
dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk
melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga
secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara
signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau
daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri
sehingga pelaku usaha monopolis mempertahankan posisi

dominannya.”®

2 Mustafa Kamal Rokan, op.cit, 158

2 Ibid, 159.
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Meskipun penetapan harga rendah dapat menguntungkan
konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu
saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku
usaha pesaing tersingkir dari pasar, konsumen justru akan dirugikan
setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang
mengarah atau dapat merupakan harga monopoli. Untuk itu kenapa
kegiatan jual rugi atau predatory pracing tidak sesuai dengan tujuan
Undang-Undang Antimonopoli, karena selain tidak terwujudnya iklim
persaingan usaha yang sehat, efektif, dan efisien, kegiatan jual rugi ini

juga tidak dapat menjaga kepentingan umum.?*

Terdapat beberapa indikator yang bisa dipergunakan untuk
mengatur jual rugi oleh pelaku usaha yang didimaksudkan untuk
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar
bersangkutan. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

» Above-Cost
» Limit-Pricing
1. Above-Cost

Suatu pelaku usaha tetap bisa dianggap mengandung maksud
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya meskipun
menetapkan harga jual barang dan atau jasanya di atas biaya produksi
rata-rata (ATC). Tetapi pada umumnya harga yang ditetapkan sangat

rendah sehingga menurunkan keuntungan maksimum jangka pendek.

** Ibid, 157.
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Pada umumnya pelaku usaha akan memilih suatu tingkat produksi
yang hanya menyisakan sedikit demand (tuntutan) yang tersisa bagi
pelaku usaha lain yang ingin ikut menikmati keuntungan tersebut.
Pada kenyataannya tidak ada pelaku usaha baru yang akan mampu
menutupi biaya total rata-ratanya pada tingkat harga yang berlaku.
Dengan mengorbankan sebagian keuntungannya, pelaku usaha yang
melakukan jual rugi pada umumnya akan membiarkan pelaku usaha
pesaingnya berada tetap di luar pasar. Apabila hal ini telah terpenuhi,
maka selanjutnya pelaku usaha yang melakukan jual rugi akan
berusaha memperoleh keuntungan yang melebihi tingkat keuntungan
yang diperoleh dari pasar persaingan sempurna. Strategi ini akan
merugikan konsumen apabila pelaku usaha pengikut pada akhirnya
juga dapat meningkatkan efisiensinya setidaknya sama dengan pelaku
usaha yang melakukan jual rugi. Namun, hal ini hanya bisa diperoleh
jika pelaku usaha pengikut mampu memperoleh tempat di pasar,
mampu menambah volume barang, dan seringkali dengan
menurunkan biaya operasinya.
2. Limit-Pricing

Limit-Pricing diidentifikasikan dengan keinginan pelaku usaha
monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara
melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan
peningkatan produksi secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk tidak

memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk
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masuk ke dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat
tetap mempertahankan posisi dominannya. Limit-Pricing ini biasanya
dilakukan dengan mengisyaratkan pada pelaku usaha pendatang
bahwa dengan ikutnya pelaku usaha baru tersebut dalam industri,
maka penambahan output akan menyebabkan turunnya harga sehingga
berada tepat sama dengan total biaya rata-rata. Dengan kemungkinan
terjadinya kondisi tanpa keuntungan (zero profit), pelaku usaha baru
seringkali memilih tidak masuk dalam pasar yang bersangkutan.?
Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-
tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta
tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Jadi, pemerintah
merupakan agen dari tuhan untuk merealisasikan kemakmuran.
Sebagai pemegang amanah, pemerintah memiliki eksistensi dan peran
yang penting di dalam masyarakat, baik secara eksplisit maupun
implisit. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya memegang

amanah dari masyarakat.?®

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan
kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat, karena kemungkinan
masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat
melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat

dalam menjalankan kewajibannya ini disebabkan beberapa hal, yaitu :

2 Ibid, 12.

%% Ibid, 160.
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a. Asimetri dan kekurangan informasi;
b. Pelanggaran moral,

c. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.’

Masyarakat kemungkinan tidak memiliki informasi yang
memadai tentang adanya suatu kewajiban publik, sehingga mereka
tidak melaksanakannya. Dalam kenyataannya, pemerintah biasanya
memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan
masyarakat, karena pemerintah memiliki sumber daya yang lebih baik
dalam mencari dan mengolah informasi. Seandainya informasi tentang
kewajiban publik ini, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 Tentang Antimonopoli diketahui masyarakat, maka belum
tentu mereka akan dapat menjalankannya karena alasan rendahnya
kesadaran terhadap kewajiban tersebut. Jika kesadaran masyarakat
terhadap kewajiban publik rendah, maka mereka tidak akan
melakukannya meskipun mengetahui adanya kewajiban ini. Bahkan
masyarakat kemungkinan juga akan mengabaikan atau setidaknya
tidak dapat melaksankan kewajiban publik dengan baik karena
ketiadaan sumber daya atau keahlian yang dibutuhkan. Jika salah satu
atau ketiga hal ini terjadi, maka pemerintah harus mengambil alih

kewajiban publik tersebut.?®

8 |bid, 332.
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Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya
pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam
menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal, yaitu:
(@) ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar; dan (b) tidak
berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. Mekanisme pasar
dapat berjalana dengan efisien dan menghasilkan kesejahteraan yang
optimum bagi masyarakat apabila harga yanaga dihasilkannya adalah
harga yang adil. Untuk menghasilkan harga yanag adil, maka harus
terpenuhi syarat teknis dan syarat moral sekaligus. Secara teknis
mekanisme Kkerja pasar yang efisien dapat berlangsung apabila
terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat
pemerintah sebagai penyedia fasilitator dan memberikan aturan dan
masyrakat yang mentaati aturan tersebut dalam hal ini adalah pelaku
pasar, tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar,
homogenitas komoditas, serta jumlah penjual yang banyak. Dengan
kata lain, pasar yang bersaing sempurna memiliki peluang untuk
menghasilkan harga yang adil. Secara moral, mekanisme kerja pasar
yang efisien menuntut adanya sikap kejujuran, Kketerbukaan,
sportivitas, dan keadilan. Moralitas akan menuntun persaingan di
pasar menjadi kompetisi yang indah dalam rangka mewujudkan

kebaikan sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.”

* |bid, 333.
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Dalam kenyataan sehari-hari, syarat-syarat teknis tersebut sering
kali tidak ada atau ada, tetapi tidak memadai sehingga memerlukan
upaya pemerintah dan atau masyrakat untuk mewujudkannya. Realitas
menunjukkan, bahwa asimetri informasi, hambatan perdagangan,
monopoli, dan heterogenitas sering terjadi. Bahkan, hal-hal tersebut
dapat terjadi secara alamiah, sehingga terpenuhinya syarat-syarat
teknis tersebut sering dianggap sebagai ketidakmungkinan. Moralitas
sering kali juga menjadi hambatan yang serius dalam mewujudkan
pasar yang efisien. Pelaku pasar terkadang melanggar nilai-nilai
moralitas untuk memenangkan persaingan bahkan yang lebih
parahnya lagi mereka menganggap bahwa kecurangan yang mereka
lakukan adalah sebuah kewajaran dengan alasan untuk menarik
konsumen agar membeli kepadanya tanpa memikirkan kerugian yang
diterima pesaingnya akibat apa yang dilakukannya itu. Pelaku pasar
juga dapat menggunakan kemampuan/keunggulan bersaingnya untuk
kepentingan pribadi yang kemungkinan tidak sejalan dengan
kepentingan masyarakat. Jika tidak terdapat intervensi dari
pemerintah, secara alamiah pasar yang bersaing akan menuju pada
monopoli. Persaingan yang tidak sehat akan memberikan ruang
kepada pelaku yang kuat untuk semakin mendominasi pasar, dan

mendorong ke luar pelaku yang lemah. Ketika kekuatan dominan,
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pasar ini telah menjadi monopolist, maka terbuka lebar baginya

mencari rente (monopolistic rent) yang merugikan masyarakat.*

Secara ideal, pasar yang benar-benar kompetitif tidak akan
dijumpai dalam dunia nyata. Biasanya, selalu terdapat hal-hal yang
menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Oleh karena itu,
pemerintah harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme

pasar yang baik. Peran ini dapat diperinci sebagai berikut :

a. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme
pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus
menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan
berbagai hambatan (barriers) dalam persaingan seperti
monopoli, menyediakan informasi, membongkar
penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan, dan
lain-lain yang sifatnya persaingan yang tidak sehat.

b. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing
(competitivenees) dan daya beli (purchasing power) dari para
pelaku pasar yang lemah, misalnya penjual kecil dan pembeli
miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai
skenario kerja sama diantara para pelaku pasar, misalnya
antara penjual besar dan pembeli kecil, untuk meningkatkan

efisiensi dan pemerataan.

* Gunawan Widjaja, Antimonopoli, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 449.
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c. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga

yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna
tidak terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan
berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang

dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah

dalam sektor perekonomian, antara lain sebagai berikut :

a. Manajemen produksi dan ketenagakekerjaan di sektor publik

pemerintah dapat berperan afektif dalam mengelola kekayaan
publik (dimana masyarakat gagal mengelolanya). Mengatur
produksi dan ketenagakerjaan pada sektor ini dapat memiliki

pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan.

. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan

sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor
swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, dan

memberikan perlindungan bagi masyarakat lemah.

. Pricing policy, dimana negara meregulasi harga dengan cara

intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan
diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau
sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan

publik. Pricing policy ini juga perlu dilakukan ketika pasar

* Ibid, 450.
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tidak dapat bersaing sempurna sehingga harga yang
dihasilkan tidak merugikan masyarakat.

d. Kebijakan fisikal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan
dengan prinsip-prinsip keuangan publik.

e. Kebijakan kredit dan moneter.

f. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.*

Namun meskipun demikian terdapat beberapa kelemahan-
kelemahan. Hal ini selanjutnya dapat mengganggu efisiensi peranan

pemerintah, beberapa kelemahan ini, yaitu:

a. Pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasi dengan
tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga
formulasi kebijakannya juga tidak tepat.

b. Pemerintah juga memiliki banyak masalah struktural yang
dapat menghambat efektifitas dan efisiensi kebijakan,
misalnya masalah birokrasi dan politik.

c. Keterlibatan pemerintah seringkali menimbulkan pengaturan
yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga
justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat
secara langsung.*®

b. Jual Rugi Atau Predatory Pracing Dalam Prespektif Hukum

Ekonomi Islam.

*2 |bid, 462.

** Ibid, 463.
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Sebelum kita membahas mengenai jual rugi atau predatory
pracing dalam prespektif Hukum Ekonomi Islam, perlu kita ketahui
terlebih dahulu mengenai sumber Hukum Ekonomi Islam. Seperti
diketahui bahwa Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan
sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki
Kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di
akhirat nanti termasuk hukum ekonomi Islam juga diatur secara jelas
di dalam Al-Qu’an dan Hadits. Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah
sebagai penuntun memiliki daya atur yang universal. Artinya, meliputi
segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa
lalu, kini, dan yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari segi teks
yang selalu tepat untuk diimplikasikan didalam bidang perekonomian
umat. Selain itu sumber hukum Islam lainnya seperti [jma’, Qiyas, dan

ljtihad 3

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia
untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai
falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur’an dan

Sunnah.®®

Meskipun demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya
menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya matrealistis

(hedonisme). Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata

** M. Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),

29.

*> Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 19.
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bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu dalam hal ini tidak merugikan
orang lain apalgi dirinya sendiri. Rakus terhdap kekayaan dan sikap
mementingkan materi belaka sangat dicela.®*® Untuk itu, Al-Qur’an

hadits mengingatkan. Dalam firman Allah :
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Artinya : “Adapun orang yang kafir memuaskan nafsunya
dengan kenikmatan duniawi, mereka makan seperti
hewan, kelak nerakalah tempat tiggal mereka”. (QS.
Muhammad: 12)%

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dikemukakan,

Demi Allah swt, aku tidak mengkhatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih
mengkhatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu
kamu saling berlomba mengadakan persaingan di antara sesamamu
sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan
telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu

sebagaimana ia telah membinasakan mereka.*®

* Ibid, 21.

¥ Al-Qur’an, 47 : 12.

%% Al-Bukhory, Muhammad Nejatullah, (1991 : 9).
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Rukun dan syarat jual beli dalam Islam, perjanjian jual beli
merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya
peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak
pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini,
haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukun dalam hukum jual beli yaitu :
1. Adanya pihak penjual dan pembeli.
2. Adanya uang dan benda.

3. Dan adanya lafal.*®

Syarat sahnya jual beli, jual beli haruslah memenuhi syarat, baik
tentang subjek, obyek, dan tentang lafalnya.

1. Tentang subjeknya.

a. Berakal, artinya dapat membedakan atau memilih mana yang
baik dan buruk bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak
berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b. Dengan kehendak sendiri (suka sama suka), maksudnya
tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain,
sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli
dengan unsur paksaan. ‘“Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan
yanag bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”. (QS.

3 M. Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),
35.
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An-Nisa’: 29). Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas,
menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak
bebas/kehendak  sendiri yang bebas dari  unsur
tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

Keduanya tidak mubadzhir, maksudnya pihak yang
mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia
yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum
dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
Maksudnya, orang boros (mubadzir) di dalam perbuatan
hukum berada dibawah pangampuan/perwalian, yang
melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah
pengampuannya/walinya.

Baligh atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah
apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi
anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan
demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah
tidak sah, meskipun demikian bagi anak-anak yang sudah
dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi belum
mencapai umur 15 tahun dan melum bermimpi atau haid
diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya

untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.*°

2. Tentang objeknya

% Ibid, 36.



54

Bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah
benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau
digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Dapat dimanfaatkan, barang yang dapat dimanfaatkan
tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh
barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan
barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk konsumsi
(beras, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati
keindahannya (hiasan rumah, bunga-bungaan, dan lain-lain),
dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) yang
dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan
barang tersebut harus sesuai dengan hukum agama (syariat
Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak
bertentangan dengan norma-norma agama.

Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa
orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu
barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah
mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Jual beli
barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau
yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai
perjanjian jual beli yang batal.

Mampu menyerahkan, maksudnya penjual (baik sebagai

pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang
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yang dijadikannya sebagai obyek jual beli sesuai dengan
bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu
penyerahan barang kepada pembeli. Ketentuan ini
didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari
Ibnu Mas’ud ra. Yang berbunyi:” Janganlah kamu membeli
ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang
demikian itu penipuan.”*. Wujud barang yang dijual harus
nyata, dan dapat diketahui jumlahnya.

e. Mengetahui, apabila dalam kegiatan jual beli keadaan barang
dan jumlah barangnya tidak diketahui, maka perjanjian jual
beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut
mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat
diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang,
baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau
kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua
belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran
maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang diakadkan di tangan, menyangkut perjanjian
jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak
berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi

barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan

* Ahmad, Sayyid Sabig, 1988, 59.
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sebagaimana telah diperjanjikan.** Dalam hadits yang
diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban:” Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku pembeli jualan, apakah yang
halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?”
Rasulullah bersabda:” jika kamu telah membeli sesuatu,

maka janganlah hakmu jual sebelum ada ditanganmu. 43

Atas dasar uraian diatas, aktivitas ekonomi dalam pandangan

Islam bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana.

2.  Memenuhi kebutuhan keluarga.

3.  Memenuhi kebutuhan jangka panjang.

4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah

SWT.*

Sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan dalam praktik
(penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga,
kelompok masyarakat maupun pemerintah/pengusaha dalam rangka
mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang

dan jasa yang dihasilkan harus tunduk dalam peraturan/perundang-

*2 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012),
111-113.

43 .
Ibid, 59.
* Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1-16.
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undangan Islam (sunnatullah). Adapun sistem ekonomi Islam sebagai
berikut :

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses
maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam
sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah
“Syariat Islam”. Syariat Islam didalam kegiatan ekonomi yang
dalam hal ini adalah jual beli adalah:

a. Jujur, maksudnya adanya konsistensi antara kepercayaan,
sikap, ungkapan dan prilaku. Kejujuran merupakan aspek
penting dan prasyarat dalam keadilan dan dalam melakukan
kegiatan ekonomi. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak
untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang
tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal yang dalam hal ini
adalah kegiatan jual beli maka urusan atau kegiatan itu
dipastikan tidak benar dan tidak adil*.

b. Suka sama suka, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli
salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas
pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan
jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur
paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “ kehendak

sendiri “ adalah tidak sah.

* Ibid, 32.
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c. Tidak menipu takaran, artinya tidak mengurangi atau melebihi
takaran/ timbangan.

d. Tidak menjelekkan bisnis orang lain, Islam mengajarkan
bahwa manusia adalah bersaudara. Hal inilah yang mendorong
manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara
individu dan masyarakat. Oleh karena itu, menjelekkan bisnis
orang lain melanggar syariat Islam karena akan membuat
persaingan usaha yang tidak sehat.

e. Tidak menimbun barang, artinya sikap yang boros atau
berlebih-lebihan dalam pemenuhan kebutuhan, sengaja
membeli barang yang begitu banyak misalnya membeli suatu
barang dengan jumlah yang besar yang nantinya barang
tersebut dijual kembali dengan harga yang tinggi.

f. Tidak monopoli, maksudnya tidak boleh menguasai pasar
dengan tujuan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan
produk barang dan atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada
para pelanggannya.

g. Menjaga amanah, amanah adalah salah satu nilai penting
dalam Islam, yang diturunkan dari nilai dasar khilafah, yang
harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah dalam konteks
ini adalah penggunaan sumberdaya ekonomi untuk mencapai
tujuan hidup manusia (falah). Sumber daya yang ada dialam

semesta ini oleh Allah diamanahkan kepada manusia. Manusia
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tidak boleh mengeksplorasi dan memperolehnya dengan cara
yang tidak benar. Dan tidak boleh digunakan untuk usaha-
usaha yang bertentangan dengan tujuan kemakmuran diatas
bumi (khilafah) itu sendiri.

h. Toleran, adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak
menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau
menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap
toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah
makhluk sosial yang akan menciptakan adanya kerukunan
hidup.

i. Membayar upah karyawan dengan segera tanpa menundanya,
bayarlah upah mereka sebelum keringatnya kering,
maksudnya seseorang, pelaku usaha, atau badan hukum harus
segera membayar upah karyawannya.

j. Bebas dari unsur (riba, dan gharar), maksudnya tidak
mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara
bathil, baik dalam utang-piutang maupun jual beli dan tidak
menipu pembeli dalam bentuk apapun.*®
Syariat Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh

(kaffah/totalitas)  terhadap individu, keluarga, kelompok

masyarakat, usahawan dan penguasa/pemerintah  dalam

*® PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media), 21.
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memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani
maupun rohaniah.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan
manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.*’

3. Motif ekonomi Islam adalah mencari “ keberuntungan” didunia
dan dan diakhirat selaku kholifatullah dengan jalan beribadah
dalam arti yang luas.

Risiko-risiko yang setiap orang bersedia untuk menanggungnya,
karena pertimbangan maslahah yang lebih besar. Untuk itu dalam
pembahasan ini risiko dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Risiko yang bernilai (Worthed Risk), dengan membandingkan
risiko dan hasil maka suatu risiko akan dapat ditentukan
apakah risiko tersebut worthed atau tidak. Suatu risiko dapat
dianggap whorted jika dan hanya jika risiko yang dihadapinya
nilainya lebih kecil dari pada hasil yang akan diperoleh. Dalam
konteks tersebut risiko dapat dianggap sebagai pengorbanan
bagi seseorang yang memikulnya, sedangkan hasil dapat
dianggap sebagai bagian dari maslahah yang diterima sebagai
konpensasi atas kesediaannya memikul risiko.

2. Risiko yang tidak bernilai (Unworthed Risk), meskipun
worthed risk telah menjadi fenomena dibanyak kegiatan

ekonomi saat ini, namun terdapat pula risiko-risiko yang

*” Munrokhim Misanam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 267.
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unworthed, yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil
dari resiko yang ditanggung ataupun ketika risiko dan hasil
tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi. Hanya jenis risiko

inilah yang setiap pelaku berusaha untuk menghindarinya.*®

Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian,
ketidak pastian dapat menurunkan maslahah yang diterima.
Kemunculan risiko dalam banyak hal dapat diantisipasi melalui gejala
yang ada. Gejala yang dimaksud disini adalah Kketidakpastian
(uncertainty). Secara spesifik situasi ketidakpastian akan dapat
menimbulkan risiko. Ketidakpastian dianggap sebagai dual dari risiko.
Oleh karena itu, situasi ketidakpastian juga dianggap sebagai situasi

yang dapat menurunkan nilai maslahah.*

Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya
meminimumkan risiko, dalam kondisi ketidakpastian, setiap pelaku
berusaha untuk mencari dan melengkapi informasi serta
kemampuannya. Hal ini kemudian dugunakan untuk mengalkulasi
apakah suatu risiko masuk dalam kategori worthed atau unworthed
sehingga dapat ditentukan keputusan apakah akan menghadapi risiko
tersebut atau menghindarinya.*

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap

kesempurnaan mekanisme dan keseimbangan pasar. Mekanisme pasar

8 Ibid, 37.
9 Ibid, 27.
*% Ibid, 30.
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yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan
impersonal. Pasar yang bersaing sempurna dapat mengasilkan harga
yang adil bagi penjual maupun pembeli. Jika mekanisme pasar
terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Harga yang adil
akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna.
Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar enggan untuk bertransaksi
atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh

karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil.

Sarjana muslim lbnu Taimiyah sering menggunakan dua
terminologi dalam pembahasan mengenai harga, yaitu lwad Al-Mithl
(Equivalen Compensation/kompensasi yang setara) dan Thaman Al-
Mithl (Equivalen price/harga yang setara). Ia mengatakan.”
Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang
setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al- adl). Dimanapun ia
membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan
terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan

harga yang setara ini dengan harga yang adil.

Dalam Majmu Fatawa-nya lbnu Taimiyah mendefinisikan
Equivalen Price sebagai harga baku (s’ir) dimana penduduk menjual
barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu
yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan
tempat yang khusus. Sementara dalam Al-Hisbah, ia menjelaskan

bahwa Equivalen price ini harus sesuai dengan keinginan atau lebih
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persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan
secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi. Ia mengatakan, * Jika
penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (Al-Wajh Al-
Ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian
harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang
itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan),

itu semua karena Allah. !

Dalam hal ini penetapan harga dibawah harga pasar, memaksa
penjual untuk menjual barangnya pada harga yang khusus merupakan
paksaan yang salah (lkrah Bi Ghairi Haq). Apabila pasar bekerja
dengan sempurna artinya persaingan dilakukan dengan sehat, maka
tidak ada alasan untuk mengatur harga. Penetapan harga justru akan
mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar
itu sendiri. Jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah
kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Satu dari mazhab
terkenal, yaitu Hambali, menolak keras mengenai penetapan harga ini.
Ibnu Qudamah mengajukan dua argumentasi mengenai hal ini, yaitu :
Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapakan harga walaupun
penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan,
niscaya Rasulullah Saw akan melaksanakannya; Kedua, menetapkan

harga adalah ketidakadilan (zulm) yang dilarang.

1 Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 330

>? |bid, 330.
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Dari sisi mikroekonomi, penetapan harga di bawah harga pasar
ini juga dapat merugikan penjual, pembeli, dan perekonomian secara
menyeluruh. Surplus yang dinikmati oleh pembeli dan penjual akan
saling bertambah dan berkurang. Sebagian berkurangnya surplus
pembeli akan berpindah kepada pembeli atau sebaliknya. Namun, ada
sebagian lain yang tidak saling berpindah, melainkan benar-benar
hilang (deadweight loss) karena penetapan harga dibawah harga pasar
ini. Dan akhirnya secara keseluruhan perekonomian akan menikmati

surplus yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem pasar bebas.>®

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang
mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi
bisnis harus dilakukan pada harga yang adil (tidak menetapkan harga
dibawah atau diatas harga pasar) sebab ia adalah cerminan dari
komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara
umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan
eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan
merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yanag lain.
Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya
secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan

pembeli memperoleh manfaat yanag setara dengan harga yang

>* Ibid, 330.
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dibayarkannya serta tidak merugikan pihak yang lain dalam hal ini

pesaingnya.”*

Seorang ahli figh mazhab maliki yang bernama Al-Baji
berpendapat bahwa penetapan harga yang tidak memberikan margin
keuntungan yang wajar bagi penjual akan menimbulkan ketidak
teraturan harga (fasad al-as ‘ar), kemandegan penyediaan barang, dan
akhirnya kerugian finansial kepada masyarakat.®> Keuntungan
merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi
modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktifitas
lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal

guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah.*®

>* Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 332.

> Ibid, 338.

*® Ibid, 332.



BAB Il

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu.' Dalam melakukan penelitian mengenai
persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing ini,

peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

a. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang
mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan
manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan
menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.? yang
mengahasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dapat
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau dapat menentukan ada tidaknya hubungan antara
suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.® Penelitian kualitatif
menggunakan data atau informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melakukan
pengamatan-pengamatan mengenai persaingan usaha tidak sehat dengan

cara jual rugi atau predatory pracing di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten

! Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2002),2.

2 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 20-21.

* Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), 25-26.
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Jember untuk kemudian pengamatan tersebut akan dituangkan ke dalam
narasi deskriptif.’

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian
Hukum Empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu
dilaksanakan termasuk proses penegakan hukumnya. Karena penelitian jenis
ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik
pelaksanaan dan penegakan hukumnya.’

Peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris ini untuk
mengetahui bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual
rugi atau predatory pracing di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
dalam sebuah aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.5
Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam.

b. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan
yang diteliti memang ada dan terjadi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada latar belakang diatas.
c. Data dan Sumber Data
Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi landasan dalam
penentuan metode pengumpulan data.® Ada dua sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini, yaitu :

* Ibid, 41.
> Ibid, 26.

®Ahmad Beni, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), 53.
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1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama.” Data primer dikumpulkan oleh peneliti
untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian mengenai
permasalahan persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi
atau predatory pracing di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember dalam prespektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999
Tentang Antimonopoli dan Hukum Ekonomi Islam. Data primer
ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan
hasil usaha gabungan. Dan yang menjadi sumber data primer
dari penelitian ini adalah penjual yang melakukan jual rugi atau
predatory pracing yaitu Ibu Merah dan Bapak Merah, para
pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetap maupun yang
bukan menjadi pelanggan tetap, dan pelaku usaha pesaing yang
telah gulung tikar akibat jual rugi yang dilakukan oleh lbu
Merah dan Bapak Merah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak
diperoleh secara langsung melainkan dari berbagai literatur yang
berhubungan dengan penelitian. Di dalam penelitian hukum,

data sekunder mencakup:

" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), 12.
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a. Bahan hukum primer,bahan hukum primer merupakan bahan

hukum yang bersifat autotiratif yang artinya mempunyai

otoritas.® Dan yang menjadi bahan hukum primer dalam

penelitian ini terdiri atas :

1.

2.

10.

11.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha kecil.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
KEPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.’

Yang dijadikan bahan hukum sekunder dalam penelitian

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

® Ibid, 31.
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ini meliputi berbgai buku-buku hukum, buku-buku figih,
skripsi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lain
yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat
dengan cara jual rugi atau predatory pracing.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder.’® Disini yang dijadikan bahan
hukum tersier antara lain kamus besar bahasa indonesia
dan kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi
dokumentasi. Sihingga untuk mengumpulkan data yang diperoleh.** Dalam
penelitian ini  menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu

dokumuntasi, observasi, dan wawancara, dan berikut penjelasannya :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,** dan tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan keterangan serta
pendapat-pendapat mengenai jual rugi atau predatory pracing. Agar
menghasilkan data kongkrit yang relevan dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara

10 [p:
Ibid, 15.

" Amruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2004), 134.

12 1hid, 26
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dengan para konsumen baik yang menjadi pelanggan tetap maupun
konsumen yang bukan pelanggan tetap dari penjual yang melakukan
kegiatan jual rugi predator pracing tersebut dan kepada penjual yang
melakukan kegiatan jual rugi predatory pracing..
2. Observasi

observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera,
bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh
informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.*® Hasil
observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau
suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan
untuk memperoleh gambaran secara nyata terhadap suatu peristiwa atau
kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.** Teknik observasi
dalam penelitian ini merupakan teknik observasi langsung dimana
peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-
gejala yang diselidiki seperti mengetahui orang yang terlibat, waktu
kejadian, perasaan, serta informasi yang diberikan oleh para pelaku
yang diamati mengenai perisitiwa yang bersangkutan.'®> Oleh karena itu
peneliti melihat langsung di lapangan tempat dimana persaingan usaha
tidak sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing terjadi, agar

peneliti lebih memahami serta mendalami tentang persaingan usaha

3 Ibid, 26.

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rienika Cipta,
2010),128.
' Ibid, 50.
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tidak sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing di Kecamatan

Bangsalsari Kabupaten Jember tersebut.

. Studi dokumen

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari
data yang sudah ada atau tersedia.’® Dokumen-dokumen yang dapat
dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta yang berhubungan dengan
persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau predatory
pracing dalam prespektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli dan Hukum Ekonomi Islam, berupa deskripsi penerapan,
buku, website, jurnal penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung

lainnya.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan berjalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya
menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.*” Peneliti
dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data
yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka.
Melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif."® Metode

analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai

! Muhammad Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : UIN Maliki Press, 2008), 275.

7 \bid, 52.
'8 |bid, 128.
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bentuk persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau
predatory pracing di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam
prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli
dan Hukum Ekonomi Islam.
f. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong
triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.*®

Denzin membedakan empat macam Triangulasi yaitu,
Triangulasi Sumber, Triangulasi Metode, Triangulasi Penyidik dan
Triangulasi Teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan
metode. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti
membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing
sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek
kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga
melakukan pengecekan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu

dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik

19'|_exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),35-51.
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pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan

dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.”

20 |hid, 54.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1.

Kondisi Tentang Objek Penelitian

Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Jarak tempuh Desa
Sukorejo ke Kecamatan Bangsalsari adalah 3 Km, yang dapat di
tempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Jarak tempuh ke lbu Kota
Kabupaten Jember adalah 23 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu
sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Provinsi Jawa Timur
adalah 350 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam.

Dilihat dari letaknya Desa Sukorejo secara topografi
letaknya sudah cukup menguntungkan secara ekonomi dan bisnis,
karena sebagian besar masyarakatnya bukan hanya dapat
mengandalkan di dalam bidang pertanian tetapi juga sudah dapat
mengembangkan dalam bidang perdagangan. Penduduk Desa
Sukorejo mayoritas adalah Suku Jawa, sedangkan pekerjaan yang
sering ditekuni oleh masyarakat Desa Sukorejo adalah sebagai seorang
petani dan pedagang. Sebagian besar lainnya bekerja sebagai buruh
tani, wiraswasta, perbengkelan, kuli bangunan, guru, karyawan
swasta, Abri, Polri, PNS, dan lain sebagainya.

Secara administratif, Desa Sukorejo terletak di wilayah

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh
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wilayah Desa-Desa tetangga. Adapun batas-batas Desa Sukorejo
antara lain :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangsalsari.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangsono.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Semanding.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Curah Lele.

Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember ini terdapat sebuah toko yang menjual kebutuhan pokok
seperti minyak, beras, telur, cabai, tomat, bawang merah, bawang
putih, dan juga bumbu dapur lainnya. Di toko ini juga menjual pupuk
urea. Pemiliknya bernama lbu Merah (nama samaran) dan Bapak
Merah (hama samaran). Ibu Merah (nama samaran) dan Bapak Merah
(nama samaran). menjual kebutuhan pokok tersebut dengan harga
yang lebih murah dari toko-toko yang lainnya, harga murah di toko ini
sangat terkenal sampai ke penduduk Desa tetangga seperti Desa
Gumuk Bago. Toko ini tidak terlalu besar, tapi isi didalam toko ini
sangat penuh dengan barang-barang kebutuhan pokok atau sembako.
Toko ini dibukak sejak tahun 2012 sampai sekarang. Tapi harga
murah ditoko ini terjadi sejak tahun 2015.

Awal berdirinya toko ini, dulu toko ini adalah sebuah konter
HP, tempat ini memang disewakan untuk tempat-tempat usaha oleh
pemiliknya yang bernama Bapak Faig, kemudian Ibu Merah (nama

samaran) dan Bapak Merah (nama samaran) menyewa tempat ini



77

untuk dijadikan tempat usaha sampai sekarang, yaitu untuk dijadikan
toko sembako. Sebuah toko yang memiliki cat dinding berwarna
merah bata yang tidak pernah sepi pembeli ini terletak di Dusun
Karang Semanding, disebelah barat toko ini adalah kanal atau sungai
kecil, disebelah timur toko ini adalah jalan raya dan disebelah jalan
raya adalah rumah penduduk, disebelah utara toko ini adalah
pertokoan, disebelah selatan toko ini adalah jembatan yang biasa
disebut “geladak talang” oleh penduduk yang ada di Dusun Karang
Semading Desa Sukorejo ini, jembatan ini menghubungkan antara
kanal atau sungai kecil dengan sungai besar. Kalau kita belok
dijembatan tersebut, kita akan menemukan rumah penduduk. Dan
disebelah selatan jembatan tersebut adalah sebuah masjid yang sangat
besar. Di toko milik Ibu Merah (nama samaran) dan Bapak Merah
(nama samaran) inilah yang telah melakukan persaingan usaha tidak
sehat dengan cara jual rugi atau predatory pracing, atau yang biasa
dikenal dengan penetapan harga dibawah harga pasar.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bentuk Jual Rugi atau Predatory Pracing Di Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari

Dari hasil penelitian di lapangan dengan metode penelitian

yang digunakan untuk mencari atau mengumpulkan data, yaitu dengan

menggunakan metode wawancara, observasi, studi dokumen, dan

catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka
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diperoleh data-data yang berkaitan dengan bentuk Jual Rugi atau
penetapan harga dibawah harga pasar (Predatory Pracing) Di Desa
Sukorejo Kecamatan Bangsalsari.

Jual Rugi atau (Predatory Pracing) adalah penetapan harga di
bawah harga pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan
persaingan usaha yang tidak sehat. Sekilas memang tidak ada yang
salah dengan menetapkan harga dibawah harga pasar atau lebih
murah, pembeli pun tidak akan dirugikan karena pembeli dapat
membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dari harga
biasanya. Penetapan harga yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha
yaitu dengan cara menaikkan harga barang tersebut bukan malah
menurukannya, akan tetapi fakta yang terjadi di Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari ini terdapat pelaku usaha yang malah rela
merugi dengan cara menetapkan harga murah untuk mendapatkan
pelanggan. Padahal yang kita tau bersama bahwa tujuan dari berusaha
adalah mecari keuntungan, dan keuntungan itu juga tidak boleh

sampai merugikan orang lain.

Selain membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan
tingkat suku bunga yang berlaku, terdapat beberapa indikator yang
bisa dipergunakan untuk mengatur jual rugi oleh pelaku usaha yang
didimaksudkan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha
pesaingnya di pasar bersangkutan. Adapun indikator tersebut adalah

sebagai berikut:
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* Above-Cost
« Limit-Pricing
1. Above-Cost

Suatu pelaku usaha tetap bisa dianggap mengandung maksud
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya meskipun
menetapkan harga jual barang dan atau jasanya di atas biaya produksi
rata-rata (ATC). Tetapi pada umumnya harga yang ditetapkan sangat
rendah sehingga menurunkan keuntungan maksimum jangka pendek.
Pada umumnya pelaku usaha akan memilih suatu tingkat produksi
yang hanya menyisakan sedikit demand (tuntutan) yang tersisa bagi
pelaku usaha lain yang ingin ikut menikmati keuntungan tersebut.
Pada kenyataannya tidak ada pelaku usaha baru yang akan mampu
menutupi biaya total rata-ratanya pada tingkat harga yang berlaku.
Dengan mengorbankan sebagian keuntungannya, pelaku usaha yang
melakukan jual rugi pada umumnya akan membiarkan pelaku usaha
pesaingnya berada tetap di luar pasar. Apabila hal ini telah terpenuhi,
maka selanjutnya pelaku usaha yang melakukan jual rugi akan
berusaha memperoleh keuntungan yang melebihi tingkat keuntungan
yang diperoleh dari pasar persaingan sempurna. Strategi ini akan
merugikan konsumen apabila pelaku usaha pengikut pada akhirnya
juga dapat meningkatkan efisiensinya setidaknya sama dengan pelaku
usaha yang melakukan jual rugi. Namun, hal ini hanya bisa diperoleh

jika pelaku usaha pengikut mampu memperoleh tempat di pasar,
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mampu menambah volume barang, dan seringkali dengan
menurunkan biaya operasinya.
2. Limit-Pricing

Limit-Pricing diidentifikasikan dengan keinginan pelaku usaha
monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara
melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan
peningkatan produksi secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk tidak
memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk
masuk ke dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat
tetap mempertahankan posisi dominannya. Limit-Pricing ini biasanya
dilakukan dengan mengisyaratkan pada pelaku usaha pendatang
bahwa dengan ikutnya pelaku usaha baru tersebut dalam industri,
maka penambahan output akan menyebabkan turunnya harga sehingga
berada tepat sama dengan total biaya rata-rata. Dengan kemungkinan
terjadinya kondisi tanpa keuntungan (zero profit), pelaku usaha baru
seringkali memilih tidak masuk dalam pasar yang bersangkutan.*

Berikut pemaparan peneliti mengenai bagaimana pelaku usaha

yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari ini mengatur jual
rugi atau predatory pracing. Misalnya harga minyak goreng, harga
kulaannya (Rp. 11.000.00/liter), harga pasarannya (Rp. 11.500.00-

12.000.00/liter), harga jual rugi, (Rp. 10.500.00/liter).

! 1bid, 12.
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Secara umum Jual Rugi atau Predatory Pracing Di Desa Sukorejo

Kecamatan Bangsalsari ini tidak biasa dilakukan oleh pelaku usaha yang

ada Di Desa Sukorejo ini, karena memang pada dasarnya siapa pelaku

usaha yang ingin merugi, namun disisi lain pelaku uasaha ini harus

memutar otak bagaimana caranya supaya pembeli tertarik untuk hanya

membeli dan menjadi pelanggan di tokonya. Meskipun tidak biasa

dilakukan oleh pelaku usaha yang ada di desa Sukorejo ini kenyataannya

ada yang melakukan kegiatan jual rugi atau menetapkan harga dibawah

harga pasar. Objek barang yang dijual oleh pelaku usaha yang melakukan

jual rugi atau predatory pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari

Kabupaten Jember ini adalah sebagai berikut :

Minyak dengan harga Rp 10.500/liter padahal harga pasarannya
adalah Rp. 11.500- Rp. 12.000.00/liter.

Beras dengan harga R, 6000.00/Kg harga pasarannya adalah Rp.
7000.00- Rp. 9000.00/Kg.

Cabai dengan harga Rp. 20.000.00/Kg harga pasarannya adalah Ry
22.500.00-25.000.00/Kg.

Tomat dengan harga R, 3000.00/Kg harga pasarannya adalah Rp.
4.500.00/ Kg.

Bawang putih dengan harga R, 28.000.00/Kg harga pasarannya R,
29.000.00/Kg.

Bawang merah dengan harga R, 24.000.00/Kg harga pasar Ry

25.000.00/Kg dan.
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e Pupuk Urea yang dijual dengan harga R,.85.000/sak harga pasarannya

R;.90.000-Rp.110.000/sak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibuk Ida selaku pembeli

sekaligus merupakan pelanggan dari toko milik bu Merah yang
mengatakan :
“ Iya benar, di toko milik bu Merah ini memang sudah terkenal
dengan harganya yang murah dan selisih harga dengan toko yang lain
juga lumayan banyak, seperti harga beras di toko milik bu Merah
adalah Ry 6000.00 (per Kg) kalau di toko lain dijual dengan harga Rp.
7000- Rp. 8.500.00 (per Kg), mangkanya saya senang sekali berbelanja
di toko itu. Barang-barang yang biasanya saya beli dengan harga yang
murah di toko milik bu Merah yaitu seperti minyak, beras, bumbu
dapur, sayuran, dan lainnya.”

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibuk Ida dapat diketahui
bahwa harga barang yang ada di toko milik ibu Merah ini lebih murah
dari pada harga yang ada di toko lain, siapa pembeli yang tidak mau
membeli barang dan kualitas sama dengan harga yang lebih murah
karena memang faktor harga ini memang sangat esensial dalam hal
jual beli, selisih harga sedikit saja membuat pembeli akan mudah
berpaling dari penjual yang menawarkan harga mahal kepada penjual
yang menawarkan harga yang lebih murah. Hal yang sama juga
dijelaskan oleh Ibuk Satimah selaku pembeli yang juga sering
membeli di toko milik bu Merah, yang menyatakan bahwa :

“iya saya memang sering membeli di toko milik bu Merah, saya suka
membeli disana karena memang harganya lebih murah dari pada

dipasar. Barang-barang yang biasanya saya beli dari toko milik bu
Merah seperti minyak, beras, bumbu-bumbu dapur, sayuran juga dan

2 1da, Wawancara, Jember, 27 Mei 2017.
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lainnya. Selisih harganya juga banyak dibandingkan dengan toko
lainnya, misalnya harga minyak, kalau saya membeli di toko milik bu
Merah itu dengan harga R, 10.500 (per Liter), tetapi apabila saya
membeli dari toko lain itu Rp. 11.500 (per Liter), bahkan biasanya ibu
Merah menjual dengan harga R, 10.000 (per Liter) kepada saya,
karena saya merupakan pelanngannya yang setia membeli ditoko bu
Merah. Harga tomat juga lebih murah, kalau saya membeli di toko
milik bu Merah itu dengan harga R, 3000.00, tetapi apabila saya
membeli dari toko lain itu R,. 4.500.00 (per Kg).**

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Satimah dapat diketahui
bahwa memang benar ibu Merah ini telah melakukan jual rugi atau
menetapkan harga dibawah harga pasar dan barang yang dijual lebih
murah bukan hanya satu, bahkan untuk mempertahankan pelanggan
tetapnya ibuk Merah ini lebih memurahkan lagi harga barang tersebut,
hal ini membuat pembeli merasa senang karena bisa mendapatkan
barang-barang pokok yang dibutuhkan dengan harga yang lebih
murah. Untuk lebih menambah data dan informasi penelitian ini, saya
bukan hanya melakukan wawancara dengan 1 atau 2 pembeli saja
tetapi lebih dari itu, seperti halnya wawancara yang saya lakukan
dengan Ibuk Farida yang juga mengatakan hal sama mengenai jual
rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh
ibu Merah bahwa :

“ awalnya saya tidak sering berbelanja di toko milik bu Merah ini,
dulu saya membeli barang-barang pokok yang saya butuhkan seperti
minyak, beras, bumbu-bumbu dapur dan yang lainnya di pasar
tradisional yang jaraknya cukup jauh dari rumah saya, namun banyak
tetangga yang membicarakan harga murah yang ada di toko milik bu

Merah, lalu saya mencoba membeli di toko milik bu Merah, waktu itu
saya mencoba membeli minyak dan ternyata memang benar bahwa

% Satimah, Wawancara, 26 Mei 2017.
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harga minyak di toko bu Merah memang lebih murah dari pada harga
minyak yang saya beli di pasar tradisional, jadi ya sudah mulai saat itu
saya memutuskan untuk membeli semua barang-barang pokok yang
saya butuhkan di toko milik bu Merah. Dan saya juga merasa senang
karena selain harganya yang murah, saya juga tidak harus pergi ke
pasar tradisional untuk membeli barang-barang yang saya butuhkan
karena jaraknya cukup jauh dari rumah saya. “

Dari keterangan beberapa pembeli diatas memang benar bahwa
di toko milik bu Merah ini memang melakukan jual rugi atau
menetapkan harga dibawah harga pasar, semua pembeli yang saya
wawancara merasa senang dengan harga murah yang ditetapkan di
toko milik bu Merah. Namun untuk benar-benar memastikan jual rugi
atau penetapan harga dibawah harga pasar itu benar-benar terjadi saya
mencoba untuk bertanya langsung kepada bu Merah selaku pemilik
toko yang melakukan jual rugi atau penatapan harga dibawah harga
pasar tersebut yang mengatakan bahwa :

“ Iya benar, saya menjual barang-barang yang ada di toko saya ini
lebih murah dan berbeda dengan harga di toko-toko yang lain, agar
supaya toko saya ini laris manis dan semua pembeli membeli di toko
saya. Tapi penetapan harga di bawah harga pasar ini baru saya
lakukan sekitar hampir 1,5 tahunan dan efeknya sangat bagus untuk
menarik pelanggan, dulu pelanggan saya tidak sebanyak seperti
sekarang. Barang-barang yang saya jual lebih murah dibandingkan
dengan toko-toko yang lain seperti : minyak, beras, bumbu dapur,
sayuran, dan juga pupuk urea. Saya menurunkan harga berkisar Rp.
1.000 s/d Rp.5.000 seperti harga cabai yang saya jual dengan harga Rp.
20.000.00 (per Kg) kalau di pasaran itu sekitar R, 22.500.00-
25.000.00 (per Kg). Jadi, pelanggan suka belanja di toko saya dari
pada di toko-toko lainnya.” °

4 Farida, Wawancara, 26 Mei 2017.

> Asiyah dan Jumarwi, Wawancara, 28 Mei 2017.
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Dari hasil wawancara bersama dengan Ibuk Merah dan Bapak
Merah diketahui bahwa kerugian yang harus ditanggung dengan
melakukan Jual Rugi atau penetapan dibawah harga pasar kurang
lebih mencapai Rp. 1.000 s/d Rp. 5.000. Dari keterangan beberapa
pembeli dan juga ketarangan dari pemilik toko yang melakukan jual
rugi itu sendiri, ternyata jual rugi atau penetapan harga dibawah harga
pasar benar-benar telah dilakukan oleh ibu Merah. Bukan hanya
sembako saja yang dijual murah di toko milik bu Merah ini, tetapi
juga harga pupuk urea yang juga lebih murah dari toko-toko lain yang
juga menjual pupuk urea. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak
Imam selaku pembeli pupuk urea di toko milik bu Merah yang
mengatakan bahwa :

“ Iya, sekarang saya lebih sering membeli pupuk urea di toko
milik bu Merah karena harganya yang lebih murah yaitu R,.85.000-
Rp.90.000 (per karung), kalau di toko lain harga pupuk Urea lebih
mahal yaitu R, 110.000- R, 125.000 (per karung) . Dulu saya tidak
pernah membeli di toko milik bu Merah, setelah saya tau kalau harga
pupuk urea di toko milik bu Merah itu lebih murah, ya sekarang saya
membeli pupuk urea di situ terus.”®

Dari keterangan Bapak Imam diatas ternyata bukan hanya
harga sembako yang dijual murah di toko milik bu Merah tetapi pupuk
urea juga dijual murah di toko milik bu Merah. Sudah tidak terhitung

berapa kerugian yang harus di tanggung akibat jual rugi atau

penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh ibu Merah.

® Imam, Wawancara, 21 Mei 2017.
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Bu Merah ini bahkan mengabaikan kerugian yang harus
ditanggungnya.

Bukan hanya itu, jual rugi atau predatory pracing yang
dilakukan oleh Ibu Merah ini juga membuat pelaku usaha lain menjadi
gulung tikar atau menutup tokonya, ini membuat persaingan usaha
diantara para pelaku usaha menjadi tidak sehat. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Ibu Luluk selaku pelaku usaha yang telah gulung tikar
akibat jual rugi atau predatory pracing yang dilakukan oleh Ibuk
Merah dan Bapak Merah yang menyatakan bahwa :

“ Dulu toko saya normal, banyak pembeli yang membeli ditoko
saya, meskipun tidak selalu banyak tetapi selalu ada saja setiap
harinya pembeli yang membeli ditoko saya, lama-kelamaan
pembeli ditoko saya berkurang bahkan kadang sepi. Awalnya saya
merasa, ya ini adalah hal yang biasa dalam usaha, pasang surut,
untung rugi pasti ada. Tapi kemudian saya merasa aneh, pembeli
ditoko saya sepi bahkan kadang tidak ada, tetapi pembeli di toko bu
Merah tidak pernah sepi selalu banyak pembeli, saya berfikir ini
mungkin adalah sudah rezeki mereka, saya akan lebih sabar lagi.
Namun saya akhirnya mencari tau kenapa bu Merah itu bisa selalu
laris dengan cara bertanya kepada pembeli yang pada waktu itu
membeli ditoko saya, ternyata penyebabnya adalah harga barang
ditoko bu Merah itu lebih murah dari pada di toko saya, kemudian
saya menanyakan berapa selisih harganya ternyata selisih harganya
cukup banyak yaitu sekitar Rp. 5.000, awalnya saya berfikir untuk
mengikuti trik yang dilakukan oleh bu Merah dengan cara
menurunkan harga barang di toko saya, kalau selisih harganya
sedikit mungkin saya akan mengikuti trik yang dilakukan oleh bu
Merah untuk menarik pelanggan, tetapi penurunan harganya sangat
banyak, kalau saya melakukan itu saya akan bangkrut. Akhirnya,
saya memutuskan untuk menutup toko sembako saya dan
melakukan usaha lainnya.”7

" Luluk, Wawancara, 28 Mei 2017.
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Dari hasil wawancara bersama dengan Ibuk Luluk dapat

diketahui bahwa jual rugi atau predatory pracing yang dilakukan oleh
ibuk Merah ini menyebabkan pelaku usaha lainnya yaitu ibu luluk
menjadi gulung tikar atau menutup tokonya. Karena Ibu Luluk ini
tidak sanggup apabila harus menyamai harga yang ada di toko ibu
Merah, karena apabila ibu luluk ini menurunkan harga barang yang
ada di tokonya seperti yang dilakukan oleh ibu Merah, ibu luluk akan
merugi dan pada akhirnya bangkrut, apalagi pelanggan sudah terbiasa
dengan harga murah yang ada di toko ibu Merah jadi, ibu luluk
merasa sulit untuk menarik pelanggan kembali meskipun melakukan
penurunan harga seperti yang dilakukan oleh ibu Merah. Dan pada
akhirnya ibu luluk memutuskan untuk menutup tokonya. Hal yang
sama juga dijelaskan oleh ibu ummi kulsum yang juga telah gulung
tikar akibat jual rugi atau predatory pracing yang dilakukan oleh ibu
Merah, yang menyatakan bahwa :
“ toko saya ini merupakan toko yang bisa di bilang baru, karena
semenjak toko saya dibukak dan sampai akhirnya saya memutuskan
untuk menutup toko saya 1 bulan yang lalu, usia toko saya itu sekitar
3 tahunan. lya, benar saya memutuskan untuk menutup toko saya,
karena saya tidak bisa bersaing dengan toko milik bu Merah sebab
harga di toko bu Merah memang murah dan itu sudah terkenal.
Berkurangnya pembeli yang membeli di toko saya dan kadang juga
sepi membuat saya tidak bisa balik modal dan saya tidak bisa membeli
kembali barang-barang yang sudah habis. Akhirnya ya sudah saya dan
suami saya memutuskan untuk menutup toko ini.”®

Dari hasil wawancara bersama dengan ke dua pelaku usaha

yang telah gulung tikar akibat jual rugi atau penetapan harga dibawah

& Ummi Kulsum, Wawaancara, 27 Mei 2017.
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harga pasar yang dilakukan oleh ibu Merah sudah terbukti bahwa jual
rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar ini bukan hanya
merugikan penjual tetapi juga merugikan pelaku usaha lain. Yang
artinya membuat persaingan usaha diantara para pelaku usaha menjadi
tidak sehat. Meskipun demikian masih terdapat toko disekitar toko
milik pelaku usaha yang melakukan jual rugi yang masih hidup atau

tetap bertahan dengan harga yang ditetapkan oleh Ibu Merah.

Alasan kenapa pelaku usaha tersebut masih tetap bertahan
dengan adanya penetapan harga yang dilakukan dengan cara jual rugi
atau predatory pracing oleh pelaku usaha yang ada di Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten tersebut karena berdirinya toko
yang masih buka tersebut sudah sangat lama sekitar tahun 1989
sampai sekarang, jadi pemilik toko tersebut tidak merasa tersaingi dan
merasa bahwa sudah memiliki banyak pelanggan tetap atau pelanggan
setia yang meskipun ada toko lain yang menetapkan harga yang lebih
murah pelaku usaha tersebut tidak ikut menurunkan harga atau tetap
pada harga pasarannya, selain itu barang-barang yang dijual tidak
terfokus hanya kepada sembako saja tetapi juga seperti peralatan
sekolah, alat kosmetik, dan bahan bangunan, jadi pelaku usaha ini
tidak mempermasalahkan perbedaan harga sembakonya dengan harga
ditoko lain.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

dengan pemilik toko yang masih membuka tokonya meskipun terdapat
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pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau predatory pracing yang
mengatakan bahwa :

(13

tidak, saya tidak merasa khawatir dan tersaingi, memang saya
dirugikan dengan berkurangnya pembeli sembako yang membeli
ditoko saya, tapi karena di toko saya ini tidak hanya menjual sembako
saja, saya tetap bisa memperoleh keuntungan dari penjualan barang-
barang yang lain seperti peralatan sekolah, alat kosmetik, dan bahan
bangunan.”

Lain halnya dengan wawancara peneliti dengan toko lain yang
juga masih membuka tokonya meskipun terdapat pelaku usaha yang
melakukan jual rugi atau predatory pracing yang mengatakan bahwa :
“ saya tidak merasa tersaingi, apalagi berniat untuk menutup toko saya
karena ada toko yang terkenal dengan harga sembakonya yang murah,
karena toko saya ini sudah lama berdiri sekitar tahun 1989 disini dan
sudah memiliki pelanggan yang tetap yang insaAllah akan setia
membeli ditoko saya meskipun ada harga yang lebih murah di toko
lain, jadi saya tidak merasa khawatir apalagi rezeki itu kan sudah ada
yang mengatur.”lo

Jual Rugi atau Predatory Pracing dalam kehidupan
masyarakat yang ada di Desa Sukorejo ini dianggap sangat
meringankan, terutama bagi pembeli karena pembeli dapat membeli
barang-barang pokok yang dibutuhkan dengan harga yang lebih
murah, pembeli juga tidak harus pergi ke pasar tradisional untuk
mendapatkan harga yang lebih murah karena ada harga yang lebih
murah lagi dari pada pada harga di pasar tradisional yaitu harga di

toko milik bu Merah. Namun, hal itu hanyalah sesaat saja karena

Ironisnya setelah pelaku usaha pesaingnya ini gulung tikar dan merasa

? Nur, Wawancara, 16 Juli 2017.

1°Hima, Wawancara, 16 Juli 2017.
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sudah tidak ada pesaing yang berarti, bu Merah ini menaikkan harga
yang tadinya murah menjadi mahal secara perlahan dengan alasan
memang naik dari produsennya, padahal harga pasar sebenarnya
memang harga yang sudah dinaikkan itu. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Ibu Luci selaku pembeli yang tadinya sering membeli
ditoko milik bu Merah, tapi sekarang sudah tidak yang mengatakan
bahwa:

“ Iya jadi gini, awalnya saya merasa kenaikan harga di toko bu Merah
itu wajarlah, soalnya tidak mungkinlah harga itu selalu murah pasti
ada saatnya naik dan waktu itu naiknya juga cumak sedikit jadi saya
tetap membeli di toko milik bu Merah itu, tapi anehnya harganya terus
menerus naik, terus waktu toko milik bu Merah tutup saya membeli
lombok dan bumbu-bumbu dapur lainnya dipasar tradisional ternyata
tidak ada kenaikan harga dipasar, tetapi di toko bu Merah harga
lombok melonjak tinggi, yang tadinya hanya Rp 20.000.00 (per Kg)
menjadi 25.000.00 (per Kg). Saya baru sadar kalau ada yang tidak
beres dengan harga barang yang dijual di toko milik bu Merah itu.
Jadi ya sudah saya tidak mau lagi membeli disitu karena harganya
tidak jelas dan tidak wajar.”**

Dari hasil wawancara bersama dengan ibu Luci sudah benar-
benar terbukti bahwa jual rugi yang di lakukan oleh ibu Merah ini
bukan hanya merugikan ibu Merah selaku penjual yang melakukan
jual rugi atau penetapan harga di bawah harga pasar tetapi juga
merugikan ibu Luluk dan ibu Ummi Kulsum selaku pelaku usaha lain
yang telah gulung tikar akibat jual rugi atau penetapan harga dibawah
harga pasar yang di lakukan oleh ibu Merah serta juga merugikan

pembeli. Inilah kenapa jual rugi ini disebut sebagai Predatory

Pracing. Seperti yang Kita tau arti dari kata predatory yaitu merampok

) uci, Wawancara, 20 Mei 2017.
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atau menjarah dalam hal ini merusak harga dan merugikan banyak
pihak.

Harga yang normal yaitu harga yang mengikuti standart dari
pasar. Sedangkan harga yang tidak normal yaitu harga yang sudah
terdistorsi atau ditetapkan baik itu dinaikkan atau diturunkan oleh
beberapa pihak secara tidak wajar untuk merauk keuntungan yang
lebih besar.’? Untuk memastikan kenaikan harga seperti yang
dikatakan oleh ibu Luci diatas saya mencoba mencari kebenarannya
dengan menanyakan kepada ibu Merah selaku penjual yang
melakukan jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar yang
mengatakan bahwa :

“ Iya benar, dengan menjual barang —barang yang ada di toko
saya dengan harga yang lebih murah saya memang merugi, dan
kerugian yang saya dapat itu tidak sedikit, untuk itu saya memutar
otak bagaimana caranya supaya saya bisa balik modal, akhinya setelah
saya merasa saya sudah memiliki banyak pelanggan saya menaikkan

harga yang tadinya murah menjadi sedikit lebih mahal, kalau tidak
begitu pasti saya akan bangkrut.”

Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi
dimana pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa
dibawah biaya produksi (harga kulaan). Suatu pelaku usaha hanya
akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual
barang dan atau jasa yang dijual diatas biaya produksi (harga kulaan),
atau hanya dapat sekedar menutupi harga kulaannya tersebut (pulang

pokok-break even) bila menetapkan harga persis sama dengan biaya

12 Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 119.
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produksi (harga kulaan). Sedangkan apabila pelaku usaha menjual
pada harga di bawah biaya produksi (harga kulaan), maka dapat
dikatakan harga tersebut sudah tidak wajar (reasonable) lagi, dan jual
rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai
,mempunyai maksud tertentu. Karena berkaitan dengan jual rugi,
diperlukan suatu pendekatan yang masuk akal untuk melihat
kewajaran (reasonable) suatu penetapan harga oleh pelaku usaha.
Adapun pendekatan tersebut meliputi :

a. Kemampuan pelaku usaha tersebut untuk menutupi kerugian
dalam jangka waktu yang cukup panjang.

b. Keuangan pelaku usaha yang berkaitan dengan perbandingan
antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk
berproduksi. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah harga
rendah yang ditetapkan tersebut wajar (reasonable).

Terlebih dahulu harus dipahami bahwa strategi jual rugi belum
tentu dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha pesaingnya.
Oleh karena itu harus diperhatikan, diteliti, dan dikaji secara cermat
tujuan suatu pelaku usaha yang melakukan praktek jual rugi. Oleh
karena itu, perlu dipahami berbagai ciri-ciri pelaku usaha yang
bertindak sebagai predator tersebut. Pertama, memiliki modal yang
lebih besar, pelaku usaha yang memiliki modal kecil tidak akan
mampu melakukan jual rugi ini karena kerugian yang akan di peroleh

pelaku usaha yang melakukan jual rugi ini sangat besar dan hanya
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mampu dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki modal (Average
Variabel Cost) yang lebih besar. Kedua, pelaku usaha lain yang
berada disekitar toko yang melakukan jual rugi atau predatory pracing
tersebut akan kalah pamor, sepi pengunjung, dan selanjutnya akan
gulung tikar atau menutup tokonya karena tidak mampu bersaing
dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang
melakukan jual rugi atau predatory pracing. Ketiga, masyarakat akan
mulai mengeluh dengan harga yang tadinya murah menjadi mahal,
karena penaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang
melakukan jual predatory pracing tersebut. Keempat, pelaku usaha
yang menetapkan harga (fixed cost) besar biasanya mempunyai modal
(Average Variabel Cost) yang kecil. Sebaliknya pelaku usaha yang
menetapkan harga (fixed cost) kecil, pada umumnya mampunyai
modal (Average Variabel Cost) yang lebih besar.*®

Pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau predatory pracing
di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini
mempunyai modal (Average Variabel Cost) yang cukup besar untuk
melakukan jual rugi terbukti selain memang terkenal memiliki lahan
sawah yang berhektar-hektar, juga dari wawancara yang peneliti
lakukan dengan pelaku usaha yang melakukan jual rugi mengenai
modal yang dimiliknya (Average Variabel Cost) yang mengatakan

bahwa:

B KPPU RI, Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 TentangJual Rugi (Predatory Pracing), (Jakarta :
Pradnya Paramita, 2009), 12.
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“ selain dari modal saya sendiri, modal yang saya dapat juga dari lahan
sawah vyang diwariskan oleh bapak saya kepada saya, saya
menggunakannya untuk mengisi toko saya. Saya pikir jika saya
menjual barang yang ada di toko saya dengan harga yang murah tidak
jadi masalah buat saya, toh saya masih tetap bisa mengisi toko saya
kembali apabila barang-barang yang ada di toko saya sudah habis, dan
saya bisa balik modal dengan menaikkan harganya kembali untuk
menutupi kerugian saya, karena saya tidak bisa terus selamanya
menjual dengan harga yang murah yang tidak mendapat keuntungan
sama sekali, karena itu artinya saya tidak jualan tapi sadaqah.”**

Hal ini berarti pelaku usaha yang melakukan jual rugi di Desa
Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memang
memiliki modal yang cukup besar sehingga tanpa rasa takut
menetapkan harga murah dari pada di toko-toko lainnya, karena
pelaku usaha masih tetap bisa membeli barang-barang yang sudah
habis ditokonya meskipun tidak mendapat keuntungan dari barang-
barang yang dijualnya tersebut.

2. Pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang

Antimonopoli Terhadap Jual Rugi atau Predatory Pracing Di Desa

Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli terhadap jual rugi atau predatory
pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari perlu kita ketahui
terlebih dahulu Alasan mengapa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Tentang Antimonopoli dibuat, alasannya akan peneliti paparkan

dibawabh ini.

“bu A, Wawancara, 15 Juli 2017.
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Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa
yang lalu dalam kenyataanya belum membuat seluruh masyarakat
mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai
sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut,
disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang
kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain,
perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar
merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak

sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya
hubungan yang terkait antara pengambilan keputusan dengan para
pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga
lebih memperburuk keadaan. Serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945 yang cenderung menunjukkan corak yang monopolistik. Para
pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan
kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada
kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil
pengusaha yang kuat yang tidak didukung oleh semangat
kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang
mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak

mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut

kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di
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Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara
sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat,
serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau
kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang

bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang
Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau
Antimonopoli yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum
dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di
dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. ltulah
alasan mengapa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang

Antimonopoli dibuat.™

Agar implementasi Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaanya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka
perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain,
yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan

menjatuhkan sanksi.

Menurut KEPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi

Pegawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuan pembentukan KPPU

' Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1 (XXIV KEPRES No. 75 Tahun 1999
Tentang KPPU), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 280.
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adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 Tentang Antimonopoli.® Tugas KPPU Pasal 4 KEPRES No. 75
Tahun 1999 Tentang Komisi Pegawas Persaingan Usaha (KPPU)

meliputi :

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
udaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopil,

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopil;

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopil;

d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun

1999 Tentang Antimonopil;

% |bid, 290.
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e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat;

f.  Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopil;

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;'’

Fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana di maksud
dalam Pasal 4, meliputi:

a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan

penyalahgunaan posisi dominan;

b.  Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;

c.  Pelaksanaan administratif.'®

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meliputi:

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang
dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan

atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7 |bid, 280.

¥ |bid, 280.
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c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha.

d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya
dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha
yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat
bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di
pihak usaha lain atau masyarakat.

g. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat.

h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.*

Dalam menangani perkara, anggota KPPU bebas dari pengaruh
dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Anggota KPPU yang
mengani perkara dilarang mempunyai hubungan sedarah atau
semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang
berperkera atau mempunyai kepentingan dengan perkara yang
bersangkutan, anggota komisi yang mempunyai hubungan darah atau

semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang

¥ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2006), 11.
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berperkera atau mempunyai kepentingan dengan perkara yang
bersangkutan wajib menolak untuk menangani perkara atau yang
berperkara berhak menolak anggota KPPU yang bersangkutan untuk
memeriksa atau memutuskan perkaranya dengan melampirkan bukti-
bukti tertulis.

Untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara, KPPU
melakukan sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang anggota KPPU. Keputusan KPPU yang dilakukan di
dalam sidang majelis ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.”

KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli. Jadi bagi
pelaku usaha yang di duga telah melanggar ketentuan yang ada di
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli
tidak langsung dapat di laporkan kepada pengadilan tetapi melalui
KPPU terlebih dahulu, nanti KPPU akan melakukan penilaian dan
penyelidikan apakah benar pelaku usaha tersebut benar-benar telah
melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli. Setelah KPPU berhasil
membuktikan bahwa pelaku usaha ini telah melanggar ketentuan
Undang-Undang, KPPU membacakan putusan dalam suatu sidang

yang terbuka untuk umum dan memberitahukan kepada pelaku usaha.

2% Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 2 (XXIV KEPRES No. 75 Tahun 1999
Tentang KPPU), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 332.
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Dan apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap
putusan KPPU, maka pelaku usaha ini dianggap menerima putusan
KPPU, dan KPPU lah yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada
pelaku usaha yang terbukti telah melanggar ketentuan yang ada di
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli,
sedangkan pengadilan hanya dimintai penetapan eksekusinya.?

Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam
meneliti, mengkaji, dan menilai pelaku usaha yang diduga melakukan
kegiatan jual rugi atau predatory pracing,diantaranya:

e Tahap I. Mengkaji adanya Unreasonably low price
Dalam tahap ini akan dilakukan pengkajian apakah harga rendah
yang ditetapkan oleh suatu pelaku usaha yang diduga melakukan
praktek jual rugi merupakan harga yang tidak wajar
(unreasonable). Sebagai indikasi pertama akan dikaji terlebih
dahulu kekuatan pasar (market power) pelaku usaha, yang akan
ditetapkan memiliki market power bila mempunyai peranan
(share) dalam pasar sedikitnya 35% (tiga puluh lima persen).
Apabila pelaku usaha tersebut memang mempunyai market
power, maka test dilanjutkan dengan melihat hubungan antara
harga dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Apabila harga
barang ditetapkan di atas biaya total rata-rata (ATC), maka

dipastikan harga tersebut bukan harga yang tidak wajar

1 bid, 12.



102

(unreasonable). Harga yang ditetapkan bisa dicurigai sebagai
unreasonable price apabila berada di bawah biaya variabel
ratarata (AVC), kecuali dengan alasan tertentu. Sedangkan
apabila harga berada diantara biaya rata (ATC) dan biaya vaiabel
rata-rata (AVC) maka harus dipertimbangkan berbagai faktor, di
antaranya kekuatan permintaan pasar, adanya kelebihan kapasitas,
dan adanya tujuan untuk memenangkan persaingan dalam pasar.
Tahap I1. Recoupment Test

Sebagaimana telah diuarikan di atas, Recoupment Test
dimaksudkan sebagai penyelidikan awal. Apabila terbukti bahwa
pelaku usaha yang dituduh melakukan praktek predatory pricing
tidak menyingkirkan atau menghalangi pesaingnya masuk ke
pasar, atau upaya penutupan kerugian pada akhirnya tidak
memungkinkan, maka test ini memungkinkan pihak otoritas
persaingan membebaskan pelaku usaha tertuduh dari dakwaan
sebagai predatory, tanpa harus melakukan test perbandingan
harga dan biaya (price-cost test). Namun demikian, apabila
Recoupment Test menunjukkan bahwa pelaku usaha tertuduh
memang akhirnya menaikkan harga untuk menutupi kerugiannya,
maka harus dilakukan price cost test untuk membuktikan bahwa
pelaku usaha tertuduh melakukan praktek predatory pricing.

Tahap I11. Price-Cost Test.
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Price-cost Test yang diusulkan adalah Areeda-Turner Test. Menurut
Areeda dan Turner, penetapan harga suatu barang dan atau jasa
dikatakan merupakan harga predator apabila ditetapkan lebih kecil
dari biaya marginal jangka pendeknya. Mengingat bahwa
menentukan marginal cost tidak mudah, maka sesuai dengan usul
Areeda dan Turner, Marginal Cost akan didekati dengan Average
Variable Cost (AVC) sebagai penggantinya.?

Jual rugi atau predatory pracing merupakan kegiatan yang
dilarang didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Antimonopoli yang terdapat di dalam Pasal 20, yang menyebutkan
bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan jual rugi atau
menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar
bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. "23

Menurut pedoman pelaksanaan KPPU Tahun 2009 tentang Pasal 20
mengenai jual rugi atau predatory pracing Pernyataan “sangat rendah”
yang ada di dalam Pasal 20 yang dimaksud dalam Undang-Undang No.5
Tahun 1999 Tentang Antimonopoli adalah harga barang yang ditetapkan

merupakan harga dibawah biaya produksi (harga kulaan) atau harga rendah

2 KPPU RI, Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 TentangJual Rugi (Predatory Pracing), (Jakarta :
Pradnya Paramita, 2009), 28.

% Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2006), 7.
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yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal Dengan maksud
kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan tertentu.
Selanjutnya didalam pedoman tersebut dikatakan bahwa harga yang
ditetapkan di bawah biaya produksi tersebut tetap masih dapat dikatakan
sebagai reasonable price (harga yang wajar) apabila berada di atas biaya
variable rata-rata (Average Variable Cost), karena pada kondisi tersebut
tetap masih ada gunanya bagi pelaku usaha untuk berproduksi atau
membeli kembali barang-barang yang sudah habis, meskipun tidak ada
gunanya untuk mengganti modal yang sudah dikeluarkan saat melakukan
jual rugi atau predatory pracing. Sedangkan apabila suatu pelaku usaha
berproduksi pada harga dibawah biaya variabel rata-rata (AVC), maka
dapat dikatakan bahwa harga tersebut sudah tidak wajar (reasonable) lagi,
dan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai
mempunyai maksud tertentu. Selain itu Pelaku usaha dapat dianggap
menetapkan harga yang sangat rendah apabila harga yang ditetapkan jauh
lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh sejumlah
pelaku usaha lain, Sehingga hal ini harus dilakukan perbandingan. Suatu
pelaku usaha yang menetapkan harga yang sangat rendah, dapat dicurigai
mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha
pesaingnya di pasar bersangkutan, apabila dengan harga yang
ditetapkannya itu tingkat keuntungan yang akan diperoleh lebih rendah
dari tingkat suku bunga yang berlaku. Dalam pasar dengan persaingan

sempurna, tingkat harga yang berlaku di pasar ditentukan oleh permintaan
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dan penawaran barang atau jasa, dimana harga yang terbentuk akan berada
pada keseimbangan antara jumlah permintaan konsumen dengan jumlah
penawaran produsen. Tetapi seringkali pada pasar barang atau jasa tertentu
terdapat pelaku usaha penentu harga (price setter atau price leader) yang
umumnya merupakan pelaku usaha besar dengan struktur biaya terendah
(the lowest cost). Oleh karena itu dalam melihat tujuan pelaku usaha yang
menetapkan harga dengan sangat rendah haruslah juga dikaji skala
produksi pelaku usaha tersebut. Semakin besar skala produksi suatu pelaku
usaha, akan semakin rendah biaya produksi yang harus dipikul oleh pelaku
usaha tersebut. Dengan semakin rendahnya biaya produksi, maka akan
semakin rendah tingkat harga yang bisa ditawarkan di pasar yang
bersangkutan. Berkaitan dengan skala produksi ini, maka suatu pelaku
usaha yang memasok barang dan atau jasa dengan menetapkan harga yang
sangat rendah, tidak dapat dikatakan bermaksud menyingkirkan atau
mematikan usaha pesaingnya, apabila pelaku usaha tersebut mempunyai
skala produksi yang besar.

Jual rugi atau predatory pracing yang dilakukan oleh pelaku usaha
yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini
telah menetapkan harga yang tidak wajar dengan cara menetapkan harga
dibawah biaya produksi (harga kulaan) dan harga tersebut juga lebih

rendah dari pada harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.**

** Ibid 25.
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Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
telah ada pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau penetapan harga
dibawah harga pasar (predatory pracing) yang mengakibatkan pelaku
uasaha lain gulung tikar dan mengakibatkan persaingan usaha diantara
pelaku usaha menjadi tidak sehat, bukan hanya merugikan pelaku
usaha lain tetapi juga merugikan pembeli karena pelaku usaha ini
menaikkan harga yang tadinya murah menjadi mahal setelah tidak ada
pesaing yang berarti. Ini berarti pelaku usaha ini juga telah
mempermainkan harga.

Jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar ini juga
bertentangan dengan tujuan perdagangan yang ada di dalam Pasal 3
Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang
menyebutkan bahwa kegiatan perdagangan bertujuan:

a. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan
pekerjaan. Jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar
(predatory pracing) di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari ini
tidak dapat meningkatkan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha
lain tetapi malah menghambat usaha orang lain karena melakukan
persaingan usaha tidak sehat dengan menjual harga barang dibawah
harga pasar yang membuat pelaku usaha lain tidak mampu bersaing
karena takut merugi, dan pada akhirnya memutuskan untuk

menutup tokonya.
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b. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional. Jual rugi atau
penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pracing) di Desa
Sukorejo Kecamatan Bangsalsari ini tidak dapat meningkatkan
daya saing karena hanya memusatkan kekuatan ekonomi kepada
perseorangan saja, hal ini membuat daya saing para pelaku usaha
menjadi tidak sehat.

c. Meningkatkan pelindungan konsumen. Jual rugi atau penetapan
harga dibawah harga pasar (predatory pracing) di Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari ini tidak dapat meningkatkan perlindungan
bagi konsumen karena pelaku usaha ini menaikkan harga yang
tadinya murah menjadi mahal, hal ini selain mempermainkan harga
juga telah merugikan konsumen atau pembeli.?®

Salah satu tujuan Perlindungan konsumen di dalam Pasal 3

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha. Pelaku usaha yang melakukan
jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar di Desa Sukorejo

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini telah tidak jujur dengan

cara menetapkan harga yang tidak seharusnya kepada pembeli. Dan

juga tidak bertanggung jawab dengan cara menurunkan dan

menaikkan harga untuk kepentingan sendiri. Di dalam Pasal 4

% https://pengertiandefinisi.com/Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, tgl 9.
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Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

juga djelaskan mengenai hak-hak konsumen diantaranya:

a. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

b. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.?®

Didalam Pasal 33 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Kecil yang berbunyi “ Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”?’

Pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau penetapan harga
dibawah harga pasar (predatory pracing) di Desa Sukorejo Kecamatan
Bangsalsari ini tidak memiliki prinsip keadilan dan tidak menjaga
keseimbangan kemajuan ekonomi nasional sebagaimana yang
dimaksud di dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Kecil dengan cara melakukan jual rugi atau predatory
pracing. Pelaku usaha ini juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai

pelaku usaha sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 7 Undang-

%% Bacharuddin Jusuf Habibi, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Pustaka
Yustisia, 2005), 4-5.

% Tim Permata Press, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, (Jakarta: Permata
Press, 2010), 34.
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Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang

menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.?®

Di dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dinyatakan bahwa: “Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan
atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau
orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak
umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat
menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-
konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak
tiga belas ribu lima ratus rupiah.”?

Mengenai harga di dalam Pasal 1465 KUHPerdata BAB 5

Tentang jual beli bahwa : “ Harga beli harus ditetapkan oleh kedua

belah pihak Dengan jelas dan secara transparan.” Artinya penjual

harus memberitahukan harga yang sebenarnya kepada pembeli tanpa

8 Ibid, 5.

%% Redaksi Sinar Grafika, KUHP & KUHAP, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014), 128.
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mengurangi atau melebihi harga barang dengan sengaja untuk
kepentingannya sendiri. Seperti yang telah dilakukan oleh pelaku
usaha yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari ini telah
mengurangi dan melebihi harga untuk kepentingan sendiri yaitu untuk
menarik pelanggan tanpa memikirkan kerugian yang harus
ditanggunya serta kerugian yang harus ditanggung oleh orang lain. *
3. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Rugi atau
Predatory Pracing Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember
Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup
pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek agidah, akhlak,
ibadah, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat
manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk
sosial. Umat Islam yang disebut Allah sebagai khalifahnya diatas
bumi ini dan sebagai kelanjutan imannya kepada Allah, harus berbuat
dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini sesuai dengan apa yang
dikehendaki Allah sang Pencipta.® Sebagai khalifah di bumi, manusia
berkewajiban untuk memanfaatkan apa yang terkandung didalam

bumi yang serba berkecukupan itu untuk kemaslahatan umat bukan

%% Spedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), (Jakarta : PT. Sinar
Grafika, 1996), 356.

Y Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Figh, (Jakarta : PT. Kencana, 2012),1.
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untuk perseorangan. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur’an yang

berbunyi :
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Artinya : “ sesungguhnya engkau (manusia) kami jadikan
khalifah ~ (penguasa) dibumi, maka berilah
keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil
dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu,
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.
Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah
akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan.” (QS. Sad : 26)%

Stabilitas harga adalah tindakan mempertahankan suatu harga

barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah
atau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Stabilitas harga ini
untuk pemeliharaan suatu tingkat harga umum yang tidak berubah dari
waktu ke waktu dalam suatu perekonomian. Stabilitas harga
merupakan sebuah keadaan ekonomi yang ditandai dengan inflasi

yang rendah, sehingga harga menjadi stabil. Inflasi merupakan

32 AL-Qur’an, 38 : 26.
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fenomena meningkatnya harga barang dan jasa secara terus-menerus
yang disebabkan berbagai faktor. Seperti, faktor kelangkaan barang,
tetapi permintaan yang semakin meningkat, biaya tranportasi dan lain
sebagainya.

Tujuan stabilitas harga dalam hal penetapan harga dapat
mencegah masuknya pesaing, mempertahankan kesetiaan para
konsumen, mendukung untuk penjualan ulang. Adapun pelaku usaha
non-profit atau pelaku usaha yang tidak mengambil keuntungan
menetapkan harga untuk tujuan yang berbeda.

Harga barang dapat dikatakan stabil apabila harga tersebut
diatas biaya produksi (harga kulaan) dan mengikuti harga pasar atau
harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.*

Dalam Hukum Ekonomi Islam Sarjana muslim Ibnu Taimiyah
sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan mengenai
harga, yaitu Iwad Al-Mithl (Equivalen Compensation/kompensasi
yang setara) dan Thaman Al-Mithl (Equivalen price/harga yang
setara). Ia mengatakan.” Kompensasi yang setara akan diukur dan
ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al-
adl). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga
yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia
mempertimbangkan harga yang setara ini dengan harga yang adil.

Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing

** https://roketmanajemen.com, tgl 13 Juli 2017.
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dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar enggan
untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita
kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga

yang adil.

Jual rugi atau predatory pracing yang dilakukan oleh pelaku
usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini
selain telah menetapkan harga dibawah harga biaya produksi (harga
kulaan) juga tidak mengikuti harga pasar atau harga yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu pelaku usaha ini juga telah
menjual barang dengan harga yang tidak adil dengan cara menurunkan
harga dibawah harga pasar kemudian menaikkan kembali harga
barang tersebut untuk kepentingan sendiri. Hal ini berarti selain
mengikuti hawa nafsu untuk mendapatkan pelanggan dengan cara
menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat merugikan dirinya
sendiri pelaku usaha ini juga telah mempermainkan harga dengan cara
menaik turunkan harga untuk kepentingan sendiri. Ini berarti pelaku
usaha ini telah melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli
padahal Allah melarang perbuatan curang di dalam jual beli seperti

firman Allah di dalam Al-Qu’an yang berbunyi :
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Arinya : “ Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran
dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila
menukar atau menimbang untuk orang lain mereka
mengurangi.” (QS. Mutaffifin : 1-3)*

Dalam Surat yang lain Allah juga berfirman mengenai
kejujuran dan tidak merugikan orang lain di dalam jual beli yang
berbunyi :
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Artinya : “ 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu
termasuk orang-orang yang merugikan; 182. Dan
timbanglah dengan timbangan yang lurus; 183.
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela
dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan.”

(QS. Asy-Syu’ara’: 181-183)%

* AL-Qur’an, 83 : 1-3.

* Al-Qur’an, 26:181; 26:182; 26:183.
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Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dihalalkan oleh Allah.
Selama jual beli tersebut tidak mengandung riba dan tidak
mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat islam. Jual rugi
yang tadinya halal menjadi haram karena perbuatan pelaku uasaha

yang melanggar syariat islam. Seperti firman Allah yang berbunyi :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah
halalkan bagi kamu, dan janaganlah kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
(QS. Al-Maidah : 87)%*

Di dalam BAB 11 Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam,
Asas-Asas yang seharusnya ada di dalam jual beli yang tidak terdapat
di dalam praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar
(predatory pracing) yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan
Bangsalsari ini adalah :

a. lIkhtiyari/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau

3 Al-Qur’an, 5 : 87.
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pihak lain. Praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga
pasar di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
ini memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang
rendah yang mana hal tersebut dapat merugikan penjual itu sendiri.
Pada dasarnya tidak ada penjual yang ingin merugi dalam
melakukan usahanya, tapi pelaku usaha ini terpaksa harus rela
merugi untuk menarik pelanggan, ini berarti didalam jual beli ini
tidak dilakukan dengan suka sama suka/sukarela karena salah satu
pihak harus merugi.

b. Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para
pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang
bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janiji.
Ketika pembeli sudah percaya dengan penjual yang melakukan jual
rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar, maka itu adalah
sebuah amanah yang harus dijaga oleh penjual, tetapi setelah tidak
ada pesaing yang berarti pelaku usaha ini menaikkan harga yang
tadinya murah menjadi mahal, ini berati bahwa pelaku usaha ini
tidak amanah.*

c. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenubhi
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi
dan merugikan salah satu pihak. Selain merugikan pelaku usaha

yang melakukan jual rugi atau penetapan harga dibawah harga

7 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT. Kencana, 2009), 20-21.
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pasar yang artinya hanya menguntungkan salah satu pihak saja
yaitu pembeli, dan dengan menaikkan harga yang tadinya murah
setelah tidak ada pesaing yang berarti, hal ini akan merugikan
pembeli yang artinya hanya menguntungkan penjual, padahal setiap
jual beli yang dilakukan harus memenuhi kepentingan para pihak
atau saling menguntungkan.

. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan
kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan
buruk lainnya. Jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar
yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada di Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari ini selain merugikan penjual karena harus
menanggung kerugian, merugikan pembeli karena setelah tidak ada
pesaingnya yang berati pelaku usaha ini menaikkan harga yang
tadinya murah menjadi mahal, dan juga merugikan pelaku usaha
lain karena tidak mampu bersaing dengan penetapan harga yang
murah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan jual rugi
ini, akibatnya pelaku usaha ini menutup tokonya. Ini berarti tidak
adanya iktikad baik dari pelaku usaha yang melakukan jual rugi
atau penetapan harga dibawah pasar untuk menegakkan
kemaslahatan umat dan tidak menguntungkan dirinya sendiri.

. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang
oleh hukum dan tidak haram. Sistem ekonomi Islam yang

dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-
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harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun
pemerintah/pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor
produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang
dihasilkan harus tunduk dalam peraturan/perundang-undangan
Islam (Sunnatullah).®® Kegiatan jual rugi atau penetapan harga di
bawah harga pasar di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari ini
merupakan kegiatan yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 Tentang Antimonopoli karena dapat mengakibatkan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan jual rugi
ini juga dilarang oleh Hukum Ekonomi Islam karena melanggar
beberapa unsur dan asas-asas yang ada di dalam jual beli Islami.
C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang menggunakan wawancara

dan observasi penjual dan pembeli, terdapat temuan-temuan yang peneliti

temukan dalam penelitian tentang praktek jual rugi atau penetapan harga

dibawah harga pasar (predatory pracing) di Desa Sukorejo Kecamatan

Bangsalsari Kabupaten Jember, diantaranya yaitu :

1. Praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar (predatory
pracing) di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
yang dilakukan di toko milik bu Merah membuat masyarakat yang ada
di Desa Sukorejo ini merasa senang karena dapat membeli barang

dengan harga yang lebih murah dari harga yang ada di toko-toko lain.

*¥ Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 31.
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Faktor harga merupakan faktor esensial yang terdapat didalam jual
beli untuk itu selisih harga sedikit saja maka pembeli akan langsung
berpindah membeli ke toko yang menjual barang dengan harga yang
lebih murah.

Praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar (predatory
pracing) dilakukan oleh bu Merah karena bu Merah ini ingin menarik
pelanggan sebanyak-banyaknya. Bu Merah bahkan mengabaikan
dampak jual rugi yang dilakukannya akan dapat merugikan dirinya,
bahkan bukan hanya dirinya yang akan dirugikan tetapi juga dapat
merugikan pelaku usaha lain dan juga dapat merugikan pembeli.
Praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar (predatory
pracing) di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
yang dilakukan oleh bu Merah ini juga dapat Merugikan pembeli,
karena Praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar
(predatory pracing) yang dilakukan bu Merah ini hanyalah bersifat
sementara, iya, kalau sampai jual rugi ini terus menerus dilakukan
memang akan membuat pelaku usaha dalam hal ini adalah bu Merah
menjadi rugi besar dan pada akhirnya bangkrut. Oleh sebab itu bu
Merah tidak akan membiarkan itu terjadi akibatnya bu Merah
menaikkan kembali harga yang tadinya murah menjadi mahal dengan
alasan memang naik dari pihak produsennya. Dan tanpa sadar hal ini
malah membuat kepercayaan pembeli menjadi rusak dan pada

akhirnya tidak membeli lagi di toko milik bu Merah. Karena pembeli
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merasa bahwa selain telah ditipu, pembeli juga merasa bahwa bu
Merah telah mempermainkan harga. Apalagi bu Merah ini baru
melakukan jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar ini
sekitar 1,5 tahunan, kemudian bu Merah menaikkan harga yang
tadinya murah menjadi mahal, ini berarti bu Merah ini telah
mempermainkan harga.

Praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga pasar (predatory
pracing) di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
yang dilakukan oleh bu Merah ini selain dapat merugikan penjual dan
pembeli juga dapat merugikan pelaku usaha lain dan menjadikan
persaingan usaha diantara para pelaku usaha menjadi tidak sehat.
Pelaku usaha yang juga ingin mencari keuntungan dari usahanya
menjadi harus gulung tikar akibat jual rugi atau penetapan harga yang
dilakukan di toko milik bu Merah. Karena selain merasa pembeli di
tokonya semakin hari semakin sepi, pelaku usaha ini juga merasa
tidak sanggup bila harus mengikuti penetapan harga dibawah harga
pasar seperti yang dilakukan oleh bu Merah, pelaku usaha ini berfikir
pasti akan rugi dan akhirnya bangkrut dan juga pelaku usaha ini
merasa meskipun melakukan jual rugi atau penetapan harga dibawah
harga pasar belum tentu tokonya bisa kembali laris. Hal inilah yang
membuat pelaku usaha inimemutuskan untuk menutup tokonya. hal

ini sama saja menutup pintu rezeki orang lain, dan itupun juga tidak di
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sadari oleh bu Merah, yang bu Merah tau hanyalah untuk menarik

pelanggan sebanya-banyaknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data yang di peroleh

dilapangan tentang persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi atau

predatory pracing di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam

prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli dan

Hukum Ekonomi Islam. Maka, berdasarkan pokok masalah yang ada,

dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.

Bentuk persaingan usaha tidak sehat di Desa Sukorejo Kecamatan
Bangsalsari dilakukan dengan cara jual rugi atau penetapan harga
dibawah harga pasar (predatory pracing) yaitu dengan menjual barang
dengan harga yang lebih murah dari harga pasar dan toko lainnya,
yang mana penjual ini harus rela merugi untuk mendapatkan
pelanggan yang lebih banyak. Dengan menjual barang dengan harga
yang lebih murah pelaku usaha ini tidak akan bisa balik modal, hal ini
akan sangat merugiakan bagi pelaku usaha, penetapan harga murah
yang ada di toko milik Ibu Merah dan Bapak Merah ini sudah sangat
terkenal, bahkan sampai ke Desa tetangga. Pembeli yang datang dari
Desa tetangga rela datang jauh-jauh hanya untuk membeli sayuran di
toko milik bu Merah ini. Jual rugi atau penetapan harga dibawah harga
pasar (predatory pracing) yang dilakukan oleh bu Merah ini juga telah

membuat pelaku usaha lain menutup tokonya karena merasa tidak

122
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mampu menyaingi harga murah yang ada di toko milik bu Merah ini.
Setelah bu Merah tidak memiliki pesaing yang berarti, bu Merah ini
lalu menaikkan harga barang yang tadinya murah menjadi mabhal,
dengan alasan memang naik dari pihak produsennya atau alasan lain
yang tidak jelas dan kenaikan harga itu bukan karena faktor kenaikan
harga yang seharusnya yaitu seperti; faktor kelangkaan barang (faktor
penawaran dan permintaan), faktor sulitnya barang didapatkan (faktor
elastis permintaan), faktor transportasi (faktor biaya) adan faktor
pengguna lebih banyak dari persediaan barang yang ada (faktor
keadaan pereknomian). Faktor-faktor itulah yang seharusnya menjadi
alasan kenaikan harga.

Persaingan usaha tidak sehat di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari
yang dilakukan dengan cara jual rugi atau penetapan harga dibawah
harga pasar (predatory pracing) oleh bu Merah dan bapak Merah
menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli
merupakan kegiatan yang dilarang didalam persaingan usaha yang
terdapat di dalam Pasal 20 mengenai penetapan harga yang
menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan jual
rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud
untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar
bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Persaingan usaha

di dalam kegiatan ekonomi sendiri sangat penting yaitu untuk
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meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya persaingan usaha
tidak sehat yang dilakukan dengan cara jual rugi atau predatory
pracing di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
ini membuat iklim di dalam persaingan usaha menjadi terdistorsi, dan
telah melanggar asas persaingan usaha yaitu pelaku usaha di indonesia
dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi
ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum artinya tidak mementingkan
kepentingannya sendiri.

Persaingan usaha tidak sehat di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember yang dilakukan dengan cara jual rugi atau
penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pracing) oleh bu
Merah dan Bapak Merah menurut pandangan Hukum Ekonomi Islam
telah melanggar prinsip bertransaksi bisnis yang seharusnya dilakukan
dengan cara menetapkan harga yang adil (tidak menetapkan harga
dibawah atau diatas harga pasar) sebab ia merupakan cerminan dari
komitmen Syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga
yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau
penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan
menguntungkan pihak yang lain. Jual rugi atau penetapan harga
dibawah harga pasar (predatory pracing) ini juga telah melanggar

asas-asas di dalam jual beli yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum
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Ekonomi Syariah yaitu; Ikhtiyari/ sukarela, Amanah/ menepati janji,
Saling menguntungkan, Iktikad baik, dan Sebab yang halal.
B. Saran

Pada bagian akhir penulisan ini, penulis bermaksud untuk
memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang
telah dibahas didalam skripsi ini. Adapun saran-saran yang ingin diajukan

oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penjual

Berkaitan dengan praktek jual rugi atau penetapan harga dibawah harga
pasar (predatory pracing) yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada
di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, penjual jangan menghalalkan
segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan mencari pelanggan
dengan cara yang tidak jujur, menipu, dan menghambat usaha orang
lain, apalagi sampai merugikan diri sendiri dan beberapa pihak yang
ada di dalam jual beli, seperti pembeli dan pelaku usaha lain. Banyak
sekali cara-cara yang halal yang bisa kita lakukan didalam persaingan
usaha, bersikap jujur didalam berusaha tidak akan membuat penjual
bangkrut, malah akan menambah kepercayaan bagi pembeli. Karena
ketika pembeli sudah tidak percaya lagi kepada penjual, maka akan
sangat sulit untuk membuat pembeli kembali percaya. Dan ingatlah
bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, semua yang kita miliki
dan semua yang kita lakukan akan di pertanggung jawabkan di akhirat

nanti.
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2. Bagi pembeli
a. Harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi jual beli,
jangan hanya menilai dari sisi enak dan kepuasaannya saja, tetapi
juga harus mempertimbangkan kenapa harga barang tersebut
menjadi sangat murah dibandingkan dengan harga dipasar dan di
toko-toko lainnya, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.
b. Jangan mudah tergiur dan terlena dengan harga barang yang murah,
bisa saja itu adalah sebuah tipuan yang tidak disadari oleh pembeli,

yang suatu saat nanti akan merugikan pembeli.
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Foto toko bagian dalam milik bu Mawar (pelaku usaha yang melakukan jual rugi)



Wawancara dengan Ibu Satimah (pembeli atau pelanggan di toko milik bu Mawar)
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Wawancara dengan Ibu Luluk (penjual yang telah gulung tikar akibat jual rugi yang di lakukan
oleh bu Mawar)

Wawancara dengan Ibu Luci (pembeli yang sudah tidak lagi membeli di toko milik bu Mawar)



Wawancara dengan Bapak Imam (pembeli yang sering membeli pupuk urea di toko milik bu
Mawar)

Wawancara dengan Ibu Farida (pembeli yang sering membeli di toko milik bu Mawar)



Wawancara dengan Ibu Ummi Kulsum (pelaku usaha yang telah gulung tikar akibat jual
rugiyang dilakukan oleh Ibu Mawar)
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Foto kantor bagian dalam balai Desa Sukorejo Kecamatan bangsalsari Kabupaten Jember



Foto toko milik Ibu Umi Kulsum yang sudah ditutup akibat jual rugi yang dilakukan oleh bu

Mawar

Foto toko milik Ibu Luluk yang sudah ditutup akibat jual rugi yang dilakukan oleh bu Asiyah
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“ Sesungguhnya Allahlah zat yang menentukan harga, Dia-lah yang menahan, melepas, dan

pemberi rizki. Dan Allahlah yang menurunkan dan menaikkan harga. ”*

True profit is profit not just advantage person, but advantage too maybe more servant’s Allah

other. Striving what appoint blessing not appoint disaster to other.”

“Keuntungan hakiki adalah keuntungan yang tidak hanya menguntungkan diri pribadi, tapi

juga menguntungkan sebanyak mungkin hamba-hamba Allah yang lainnya. Usahakanlah apa

yang menjadi nikmat tidak menjadi musibah bagi orang lain. e

' HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi,Bulughul Maram, (No. 833).
’ Aa Gym, Dalam Tausiah Di Sebuah Majlis Taklim, (Pasuruan: Rabu, 20 Mei 2015).
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Di

TEMPAT

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1di
Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan
kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa

dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Siti Nur Maulidatun Nafisah

NIM : 083132029

Semester : 8 (delapan)

Prodi - Muamalah

Jurusan . Syariah

Alamat : Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsalsari Kabupaten Jember
No TLP 081260617378

Judul Skripsi  : “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi Atau
Predatory Pracing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten h
Jember Dalam Prespektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam”

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wp.

Jember, 26 April 2017

an. Dekan,

Wakil Dekan BidangAkademik
Dan Pengembangan Lembaga




romoniNiIAnoD NABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA SUKOREJO
Jalan Balung no 164
SUKOREJO

\

SURAT KETERANGAN
Nomer : 474 /G }} /35.09.09.2006 / 2017

‘ang bertanda tangan dibawah ini ;
a. Nama : ABDUL HOLIK
b. Nip : 19710528 199303 1 007
¢c. Jabatan : Pj. Kepala Desa Sukorejo
Dengan ini menerangkan bahwa :
N a m a Mahasiswa : SITTNUR MAULIDATUN NAFISAH
NIM : 083132029
Fakultas/Prodi : Syariah / Muamalah
Semester/Angkatan : VIII /2013
Tempat/ Tgl.lahir : Jember, 22 Juli 1996
Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun Karang Semanding RT. 002 RW. 005 Desa Sukorejo
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
Judul Skripsi : PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN CARA JUAL

RUGI ATAU PREDATORY PRACING DI KECAMATAN
BANGSALSARI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO.05 TAHUN 1999 TENTANG ANTI MONOPOLI DAN HUKUM
EKONOMI ISLAM
Menerangkan bahwa tersebut diatas benar-benar telah selesai melakukan kegiatan penelitian
‘judul skripsi di atas di desa sukorejo kecamatan bangsalsari kabupaten jember sebagai salah satu
ratan memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Islam (S.Hi)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

”J.ember, 16 Juni 2017
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